
SAI-INAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 189 TAHUN 2025

TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran 1 (Satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2024 dieval:uasi oleh Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun
Anggaran 2024 da;r Rancangan Peraturan Bupati Mimika
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2024;

Mengingat.../2

Menimbang



Mengingat

a

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2O00 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O01 Nomor 135, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengal Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2l ter:tang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
66971;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana tela,h diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O20
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keualgan untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease
2Ol9 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancamal yang Membahayakan Perekoniam Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangal Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);
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4. Undang-Undang
Perbendaharaan
Indonesia Tahun

Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Negara (Lembaran Negara Republik
2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Penetapan Peratural Pemerintah Penggalti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangalan
Pendemi Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-19) dan/ atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekoniam Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (t,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OOl;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tar:abahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a
menjadi Undang-Undang (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungar
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daeralr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200O
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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10. Peratural Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O41);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pen5,,usunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Ra-lryat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturar Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68471;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 238, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 1 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 10O, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keualgan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggunglawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian T\-rnjangan
Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36), sebagaimana
telah diubah dengan Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukal
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547l.
sebagaimana telah diubah teralhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daeralr (Berita Negara Republik Indonesia Tahwn 2024
Nomor 350);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belalja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45O);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahwn 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaal dan Pertanggungjawabal Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembalgunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan
Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2O2l tentatg Perubahan atas Peratural Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O teriang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor I 78 1 );

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tah,m 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaral Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 {Beita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 9721;.

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

30. Peraturar Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahut 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kaabupaten Mimika
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor I Tahun 2O24
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggararr 2024 (l*rnbaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2O24 Nomor 1);

MEMUTUSKAN.../7
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MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN MIMIKA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024.

Hasil Evaluasi Ralcangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
tentang Pertanggungiawaban Pelatsanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika
tentalg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun
Anggarat 2O24, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Gubernur ini.

Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mimika sebagaimana hasil evaluasi harus
memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana
tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini
untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait
kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaftsanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024,
terhadap:
a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran
2024 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2O24 khususnya aspek
konsistensi untuk disempurnakan pada Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2024 serta aspek legalitas dan
kebijakan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada tahun-
tahun berikutnya; dan

b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

KETrGA.../8
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Bupati Mimika Bersama Dewan Perwalilan Ralcyat Kabupaten
Mimika wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika
Tahun Anggaran 2O24 yang telah dilakuk€rn penyempurnaan
kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU dal Diktum KEDUA dan untuk
mendapatkan nomor register.

Bupati Mimika menetapkan Rancangan Peraturan Daeratr
Kabupaten Mimika tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Kabupaten Mimika
Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dal
Rancalgan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran
Pertalggunglawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024
menjadi Peraturan Bupati.

Bupati Mimika segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika tentang Pertanggungiawabal Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika
Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Mimika tentang
Penjabaral Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatal dal Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun
Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari
setelah ditetapkan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3O Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NrP 19760608200212 rOO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan
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I,AMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 189 TAHUN 2025
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KAE}UPATEN MIMIKA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN

ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2024

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur,
serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam rancangan Perda tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD

dengan Perda tentang APBD.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Perda Kabupaten Mimika tentang
Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (lAl 2024, sebagai

berikut:
1. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Mimika tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan pagu

zmggaran dalam Perda Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD TA

2024.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda

Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelalsanaan APBD TA

2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Perda Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD TA

2024.

3.Struktur.../2
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3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada
r.rncangan Perda Kabupaten Mimika tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur dal klasifikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Mimika
tentang Perubahan APBD TA2O24.
Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten
Mimika harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur
serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasal yuridis dan
penyajian informasi dalam penJrusunan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran pertanggunglawaban pelaksanaan APBD.
Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang
Pertanggungf awaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebaga:, berikut:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyampaikan dokumen

rancangai Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika
melalui surat Bupati Mimika Nomor 9OO.1.12.1/056512025 tanggal 20
Juni 2025 hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA
2024. Hal tersebut telah sesuai dengan tahapan dan jadwal penyampaian
rancangan Perda tentang Pertanggungjawabal Pelaksanaan APBD

kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan
Perda tentang pertanggungiawaban pelaksalaan APBD kepada DPRD

dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badal
Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kine{a dan laporan
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulal setelah tahun anggaran
berakhir.

2. Bupati Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika mengambil keputusan
bersama terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2024 pada tanggal 4 Jult 2025 sesuai dengan
Berita Acara Nomor 9OO.l.l.3l0746/BUP/2025 dan Nomor
100.1.1.3/150/DPRD Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRK
Kabupaten Mimika tentang Rancangan Peraturarr Daerah Kabupaten
Mimika tentang Pertanggungiawaban Pelalsanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024. Hal
tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) PP Nomor 12

Tahun 2Ol9 yang mengamanatkan persetujuan bersama r€rnczrngurn

Perda tentang Pertanggungiawaban Pelaksalaan APBD dilakukan
paling.../3
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paling lambat 7 (tujuh) bulal setelah talrun alggaran berakhir.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyampaikan permohonan

evaluasi r€rncang€rn Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA
2Q24 dan rancangan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada Gubernur Papua Tengah melalui
surat Bupati Mimika Nomor 9OO.l.5lO784/2O25 tanggal 14 Juli 2025
perihal Penyampaian Materi Evaluasi Rancangan Perda dan Perbup
tentalg Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD IGbupaten Mimika TA.
2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (l) PP

Nomor 12 Tahun 2079 yang menegaskan bahwa rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang
telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang
penjabaran pertanggungiawaban pelaksalaan APBD disampaikan kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah hrsat paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan ranc€urgan Perda Kabupaten lKota
tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam
r€rnczrng.rn Perda Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2024 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Mimika TA 2024 telah sesuai dengan penyajian
informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 hal Penyusunan
dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBD TA 2024 dan Rancangal Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T A 2024.
Namun untuk laporan informasi lainnya, seperti laporan mandatory
spending bidang infrastruktur pelayanan publik, Rekapitulasi Laporan
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan laporan realisasi belanja
pengadaan barang/jasa (PB.J) melalui e-purchasing, Pemerintah
Kabupaten Mimika belum menyajikan data dan informasi sesuai dengan
Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor
900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah
Daerah Kabupaten Mimika agar tetap:
l. menjaga konsistensi penyampaian dokumen rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada DPRD secara
tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Mimika untuk
menyetujui bersama rancangan Perda tentang Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3.Secara... /4
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3. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda

tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD, serta laporal informasi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil evaluasi rancangan peraturan Bupati Mimika tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar

Rp5.881.756.040.630,40 alau 96,14o/o dari yang dianggarkan sebesar

Rp6. 1 18. 145.7 44.7 52,OO.

Tabel l Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023-2024

ahT un Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisasi
('/"\

2023 5.927.151.606.261,OO 6.052.755.632.529,33 to2,t2
2024 6.tta.145.74a.752,OO 5.881.756.O40.630,40 96,14

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan daerah TA 2024
sebesar Rp5.881.756.040.630,40 ata,u 96,140/o tidak mencapai target
dari yang dianggarkan sebesar Rp6.1 18.145.744.752,00. Seianjutnya
realisasi pendapatan daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi
pendapatan daerah TA 2023 menurun 2,A3oh atau sebesar
Rp 1 70.999.59 1.898,93.
Realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatal
daerah, sebagai berikut:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp468.713.757.549,46 ata:u
114,52'/o dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar
Rp409.29 1.458.000,00.

Tabel 2 Anggaran dal Realisasi PAD TA 2023-2024

ahT

t

un Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisasi 
]

(/"1 i

107,942023 t.742.340.561.003,OO r.7 7 6.22 1.7 53.9 s7,O 1,

2024 409 .29 t .458.000,00 468.7t3.757.549,46 tt4,52

Berdasarkan tabel diatas, realisasi PAD TA 2024 sebesar
Rp468.713.757.549,46 ata,u 114,527o diatas target dari yang
dianggarkan dalam APBD sebesar Rp409. 29 1 .4 58. OOO, O0.

Selanjutnya.. . / 5
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Selanjutnya realisasi pendapatan asli daerah daerah TA 2024
dibandingkal dengan realisasi pendapatan asli daerah TA 2023
menurLrn 73,610/o atau sebesar Rp 1.307.507.996.387,55. Namun
realisasi PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 7,977o
terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Hal ini
menunjukkan bahwa PAD TA 2024 belum berkontribusi signifikan
terhadap penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan
sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.
Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis pada kelompok PAD
dijabarkan sebagai berikut:
a) Pajak Daerah

Realisasi pajak Daerah T A 2024 sebesar Rp300.8 I 9. 1 1 6.7 2 l,a9
atau l10,4lo/o dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp27 2.45O.600.000,00.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023-2024

Tahun
Anggaran

(Rp)
Realisasi

(Rp)

0.000,00 27 t.620.820.928,90
0.000,00 300 ql2ll!.7?!8e

%t
l

105,55
110,41

iLo?3_ 257.350.60
2024 272.450.60

Data pada tabel menunjukkal bahwa, realisasi pajak Daerah TA
2024 sebesar Rp300.819.116.72I,A9 atau 110,417o diatas
target dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp27 2.450.600.000,00. Selanjutnya realisasi pajak daerah TA
2024 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2023
meningkat lO,7 5o/o atau sebesar Rp29.198.295.792,99. Capaian
realisasi pajak daerah TA 2024 melampaui target yang
ditetapkan dalam APBD. Penetapan target pajak daerah TA 2024
meningkat 0,3 17o atau sebesar Rp829.779.O71,10 dari realisasi
pajak daerah TA 2023.
Beberapa realisasi sub rincian objek pendapatan pajak daerah
yang melampaui target yang ditetapkan dalam APBD antara
lain:
Badan Pendapatan Daerah
(1) Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/

Megatron dengan kode rekening 4.1.O1.09.O1.0OO1
terealisasi sebesar Rp2.933. 687.866,00 atau 1 1 7,35%o dari
yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.00O,00;

(21 Pendapatan Pajat Mineral bukan Logam dal Batuan
Lainnya dengan kode rekening 4. 1.01. 14.37.0001
terealisasi sebesar Rp35.490.386.733,00 ataw lT l,OOoh
dari yang dianggarkan sebesar Rp2 O. 755. O0O. 0 0O, OO ;

(3) Pendapatan PBJT-Restoran dengan kode rekening
4.1.O 1.19.0 1.O0O1 terealisasi sebesar
Rp3 1. 070. 1 99. 48O, 50 atau 12 4,28o/o dari yarlg dianggarkan
sebesar Rp25.000.000.000,00;

(4)Pendapatan. .. / 6
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(4) Pendapatan PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang
Dihasilkan Sendiri dengan kode rekening
4.1.01.19.02.0002 terealisasi sebesar
Rp4l .O7 6 .243.900,00 atau 1.42,7 5Yo dari yalg dianggarkan
sebesar Rp28.775.600.000,O0;

(5) Pendapatan PBJT-Permainan Ketangkasan dengan kode
rekening 4. 1.01. 19.05.0008 terealisasi sebesar
Rp1.317.162.274,OO atau 164,65% dari yang dianggarkart
sebesar Rp8OO.OO0.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika
agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk
peningkatan pendapatan pajat daerah, antara lain:
(1) Menganggarkan pajak daerah dengan memedomani Pasal

lO2 Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, yang menegaskal bahwa
penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam
APBD mempertimbangkan paling sedikit:
(a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur

ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi
daerah, ketimpangal pendapatan, indeks pembangunan
manusia, kemandirian frskal, tingkat pengangguran,
tingkat kemiskinan, dal daya saing daerah yang
diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional
dan kebijakan makroekonomi yang mendasari
penyusunan APBN; dan

(b) potensi pajak daerah.
(2) Menetapkan target pajak daerah yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester pertama
dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat
berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pajak
daerah, sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang
ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perubahal
APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan
untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.

(4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan
pembayaran pajak.

(5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi
transaksi pemerintah daerah (RIPD) bidang penerimaan
daerah, serta melakukal strategi dan inovasi lainnya yang
efektif.

(6)Melakukan.../7
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(6) Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong
kerja sama antarperangkat daerah dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Retribusi Daerah
Realisasi retribusi daerah TA 2024 sebesar
Rp I I .O57 .227.48 6,00 atat 7 9,89Vo dari anggaran yalg
ditetapkar sebesar Rp 1 3.84O.000.0O0,00.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023-
2024

ahT un
Anggaran

__(tspl_
17.052.367.200,OO
ts.s+o.ooo.0oo,0o

Realisasi
("/.\

(Rp)

15.043.917.492, oc B

tt.o57 .227.486,00
2023
d,ozc

8,?? 
)oao7

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi retribusi daerah
T A 2024 yaitu sebesar Rp I l.O 57 .227.486,00 atau 7 9,89"/" tidak
mencapai terget dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp13.840.000.0O0,00. Penetapan target retribusi daerah TA
2024 menurun 8,00% atau sebesar Rp1.203.9f 7.492,02 dari
capaian realisasi retribusi daerah TA2023.
Beberapa realisasi sub rincian objek pendapatan retribusi
daerah yang mempengaruhi tidak tercapainya retribusi daerah
yang ditetapkan dalam APBD antara lain pada Dinas Kesehatan
yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatal di Puskesmas dengan kode
rekening 4. 1.02.01.O1.OO01 terealisasi sebesar
Rp56.65O.771,OO atau ll,33o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp5o0.000.0oO,00.
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
tidak tercapainya target yang ditetapkan atas realisasi retribusi
daerah TA 2024 yaitu 79,89o/o, disebabkan oleh penetapan target
pada objek dan beberapa sub rincian objek retribusi daerah
kurang memperhatikan potensi objek retribusi daerah
dimaksud, serta belum optimalnya kinerja dan upaya-upaya
yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemungutan
retribusi daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Hal ini terlihat dari menurunnya capaian realisasi retribusi
daeralr TA 2024 sebesar 26,5oo/o dari capaian rea-lisasi retribusi
daerah TA2023.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika
agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas
pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:
(1) Menganggarkan retribusi daerah dengan memedomali Pasal

102 Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 yang rnenegaskan
bahwa penganggaran pajak daerah da-n retribusi daerah
dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

(a)kebijakan.../8
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(a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur
ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah,
ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan
manusia, kemandirian Iiskal, tingkat pengangguran,
tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang
diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional
dan kebijakan makroekonomi yang mendasari
pen1 rsunan APBN; dan

(b) potensi retribusi daerah.
(2) Menetapkan target retribusi daerah yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan
daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 24 ayat (41 PP

Nomor 12 Tahun 2O19.
(3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi

daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi retribusi
daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pania dalam
pengelolaan retribusi daerah, sehingga anggaran pendapatan
retribusi daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat
direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan
retribusi daerah.

(4) Menjaga dan meningkatkan kualitas barang milik daerah
(kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah
untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat
meningkatkan pemanfaatan baralg milik daerah oleh
masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan
pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Melakukan sosielisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan
pembayaran retribusi daerah.

(6) Melakukan penagihan atas tunggakan-tunggakan retribusi
daerah yalg belum terselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi
transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan
daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang
efektif.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
TA2024 sebesar Rp6.871.425.661,0O alau ll4,52o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp6. 00O.O00.OOO,00.

Tabel 5.../9



-9-

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan T A 2O23-2024

Tahun

2023

Rea-lisasi
o/o

99,97t.349.a9 3.7 7 0.203,00 | t.349.497 .685.37 1,00
6.000.000.000,00 6.87t.425.66r,OO t]1,52

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 yaitu
sebesar Rp6.87 1.425.66 1,00 atau I 14,52o/o melampaui target
yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Namun capaian
realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA
2024 dibandrngkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaal
daerah yang dipisahkan TA 2023 menurun sebesar
Rp), .342 .626 .259 .7 IO,OO atau 99 ,49o/o.
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
yang mempengaruhi pencapaian target TA 2024 berdasarkan
objek dan sub rincian objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan da-n Aset
Daerah yaitu realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada
BUMD (Iembaga Keuangan) dengan kode rekening
4.1.03.02.01.0001 sebesar Rp6.00O.000.000,OO atau 1 14,52o/o

dari yang dianggarkan sebesar Rp6.871 .425.661,00.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada
tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:
(1) menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan
melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, antara lain:
(a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka walrtu

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
perusahaan daerah yang mendapatkan investasi
pemerintah daerah;

(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan;

(d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat lalgsung
dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(e)peningkatan... / 10

Arrggaran
(Rp)

Re'alisasi
(Rp)
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(e) peningkatan kesejahteraurn masyarakat sebagai akibat
dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal
daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya
perusahaan yang belum dapat memberikan kontribusi atau
belum optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan
daerah.

optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan BUMD dalam ralgka pemenuhan
pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan
perekonomian.

d) Lain-lain PAD yang Sah
Realisasi lain-lain PAD yang sah
Rp 149.965.987 .6aO,57 ataw L28,L8o/o dari
Rp I 1 7.00o.858.000,00.

TA 2024 sebesar
dianggarkan sebesar

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Lainlain PAD yang Sah

T42023-2024
Anggaran

(np)
Realisasi

(Rp)
Realisasi

o/o

---t
unahT

2023 I 18.043.823.600,00 140.059.330.145,09
2024 1 17.000.858.000,oo 149.965.987.680, 57

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi lain-
Iain PAD yang sah TA 2O24 sebesar Rp149.965.987.680,57 atau
l28,I8o/o melampaui terget yang dianggarka-n sebesal
Rp 1 17.OOO.858.000,00. Namun penetapan target anggaran lain-
lain PAD yarrg sah TA 2024 menurun 16,46yo atau sebesar
Rp23.O5a.472.145,09 dari realisasi lain-lain PAD yang Sah TA
2023.
Realisasi lainlain PAD yang sah yang mempengaruhi
pencapaian target TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian
objek lain-Iain PAD yang sa-l., antara lain:
(1) Badan Keuangan dan Aset Daerah, antara lain:

(a) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah
Daerah dengan kode rekening 4.1.04.07.01.00O1
terealisasi sebesar Rp2 6.95 1.388.975,00 atau 17 9,680/o

dari yang diarrggarkan sebesar Rp 15.OOO.0OO.0OO,OO;
(b) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

Peke4'aa-n dengan kode rekening 4. 1.04. 1 I .0 1.000 1

terealisasi sebesar RpLT .629.962.269,01 atau 17 6,300/o

dari yang dianggarkan sebesar Rp 1 O. OO0. 00O.000,00;

118,65
t2a,t8

(clPendapatan... / I I
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(c) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Perjalanan Dinas dengan kode rekening 4.1.04. 15.04
terealisasi sebesar Rp2. 5 1 3.888. 06 1,00 atau 27 9,32o/o
dari yang dianggarkan sebesar Rp900. 000. 000, 00 ;

(d) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS dengan kode
rekening 4.1.04.15.08.0001 terealisasi sebesar
Rp2.833.413.401,00 atau 283,34o/o dari yang
diarggarkan sebesar Rp1.0O0.000.000,00.

(2) Badan Pendapatan Daerah
(a) Pendapatan Denda Pajak Restoran dan dengan kode

rekening 4.L .O4.12.O7 .OOOI terealisasi sebesar
Rp744.366.347,OO atau L48,87yo dari yang
dianggarkan sebesar Rp500.O00.000,00;

(b) Pendapatan Denda PBBP2 dengal kode rekening
4.1.04. 12.15.0001 terealisasi sebesar
Rp729.655.334,00 atau 729,660/o dari yang
dianggarkan sebesar Rpf OO.000.000,00;

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika
agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk
mempertahankan realisasi pendapatan yang bersumber dari
lain-lain PAD yang sah secara terukur, antara lain:
( 1) Menetapkan target pendapatan jasa giro dengan mendasari

jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas pemerintah
daerah yang berdampak terhadap saldo kas yang tersimpan
di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening
bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi
pemungutan pajak daerah agar melakukan langkah dan
upaya strategis yang efektif dalam upaya penagihan pajak
daerah serta denda pajak daerah.

(3)Men1'usun LRA lain-lain PAD yang sah semester pertama
dan progrrosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan
akurat, sehingga anggaran lainlain PAD yang sah yang
ditetapkan dalam Perda tentang perubahal APBD terukur
secara rasionul yang dapat dicapai untuk setiap rincian
objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan transfer TA 2024 sebesar
Rp3.819.538.629.525,OO atau 92,8Oo/o dari anggaran sebesar
Rp4. 1 I 5.676.936.926,OO.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer yang Sah
TA 2023-2024

Tahun
Anggaran

(Rp)
r
I

RealGasi
(Rpl

72.429.3tO.972,OO

Realisasi

_ y,L_
to2,t7lno

20
23 4. 181.81 1.045.258,00

19.538.629.525 00 92,8024 4.r15.676.936.926 0

4.2

Pendapatan.../ 12
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Pendapatan transfer TA 2024 terealisasi sebesar
Rp3.819.538.629.525,OO atau 92,8OYo tidak mencapai target dari
yang dianggarkan sebesar Rp4.115.676.936.926,00. Realisasi
pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar
64,94o/o terhadap total realisasi pendapatan daerah TA2024.
Selanjutnya, realisasi pendapatan transfer TA 2024 dibandingkan
dengan realisasi pendapatan transfer TA 2A23 menurun sebesar
Rp452.890.68 1.447,OO atau 10,607o.
Anggaran dal realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci
sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dala Perimbangan TA
2024 sebesar Rp3.240. I 5 1. 198.087,00 alau 9 1,64%o dari yang
dianggarkan sebesar Rp3. 535.646.990. 733,0O.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan T A 2O23-2O2 4

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

I RealisasiI r*r

I

unahT

202
202

3l
1l

3.7 7 5.838.422.452,OO I 3.852.264.300. 1 45,00
3j35.646.990.733,O oi3.240.151.198.O87,OO ,

]9?!2
9r,64

Realisasi dana perimbangan TA 2024 sebesar
Rp3.240.15f .198.087,00 atau 91,64ok tidak mencapai target
dari yang dianggarkan sebesar Rp3.535.646.990.733,00.
Selanjutnya, realisasi dana perimbangan TA 2024
dibandingkan dengan realisasi dana perimb angan TA 2023
menurun sebesar Rp612.1 13. 102.058,00 Atau 15,89%.
Realisasi pendapatan dana perimbangan TA 2024 lerdii dan:.
(1) Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar

Rp2.312.566.517.000,00 atau 9O,317o dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.560.716.54f .733,OO.

(21 Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar
Rp664.682.7a1.016,00 atan 96,560/o dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp688. 365. 228.000,00.

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar
Rp79.031.638.214,OO atau 78,87%o dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD sebesan Rp 1 00. 207.732.000,00.

(4) DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp183.870.261.857,OO
atau 98,67Vo dari anggaran yang ditetapkan da-lam APBD
sebesar Rp 186.357.489.000,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah hrsat Lainnya TA
2O24 sebesar Rp397.658.194.OO0,0O atau 100,00% dari yang
dianggarkan dalam APBD sebesar Rp397. 658. 194.000,O0.

Tabel 9.../ 13
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Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2023-2024

Tahun

2024 2a4.962.279.000,O0 2a4.962.279 .O00,00
2024 397 .658.t94.000,00 397 .658.194.000,00

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisasi

%t
100,00
100,00

Realisasi Pendapatan Tralsfer Pemerintah Pusat Lainnya TA
2O24 sebesar Rp397.658.194.000,00 atau 10O,OO7o dari yang
dianggarkan dalam APBD sebesar Rp397.658.194.000,00.
Selanjutnya, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat LainnyaTA 2023 meningkat sebesar
Rp 1 12.695.9 1 5.O0O,OO atau 39,557o.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA
2024 arfiara lain dari:
(1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann

Infrastruktur terealisasi sebesar Rp264.63 1.525.000,00
atau 1O0,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
sebesar Rp264.63 1.525.000,00.

(2\ Dana Desa terealisasi sebesar Rp133.026.669.000,00
atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD
sebesar Rp 133.026.669.000,00.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah
Anggaran dan realisasi pendapatan transfer antar daerah dalam
2 (dua) tahun terakhir (TA2O23-2O24) sebagaimana pada tabel
berikut:

Tabel l0 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar
Daerah TA2023-2024

unahT
Anggaran

(Rp)
Realisasi

(Rp)
Realisasi

%t
2023 121.010.343.806,00 r35.202.73t.827,OO 1t7,73
2024 t82.37t.752.1,93,OO l&t .729 .237 .438,OO 99,65

Pendapatan transfer Transfer Antar Daerah Kabupaten Mimika
TA 2023 terealisasi sebesar Rp187.729.237.438,OO atau
99,650/o dari anggaran sebesar Rp 182.371.752. 193,00. Namun
demikian, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024
dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar
Daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp46.526.505.611,00 atau
34,41Yo.
Realisasi pendapatan transfer antar daerah sebagai berikut:
(1) Pendapatan Bagt Hasil terealisasi sebesar

Rp179.229.237.438,OO atau 99,64yo dari yang
dianggarkan sebesar Rp 17 9 .a7 I .7 52. 1 9 3, 00 ; dan

(2)Bantuart.../ 14
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(21 Bantuan Keuangal yang terealisasi sebesar
Rp2. 500.000.00O,00 atau I O0,OOyo dari yang dianggarkan
sebesar Rp2.500.0O0.OO0,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika
pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan
transfer agar melakukan langkah-langkah:
(1) berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam

rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan
DBH;

(21 Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi
pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK Fisik
dan DAK Non Fisik, antara lain dengan memenuhi syarat
dan ketentuan penyaluran dana transfer termasuk DAU
yalg ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan
pembinaan dal pengawasan kepada seluruh OPD yang
mengelola DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya
dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian
laporan dal dokumen penyaluran; dan

(41 SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang
didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah
percepatan pelaksanaan, dan penyiapan penyampaian
laporan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyalural
DAK.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terealisasi
sebesar Rp1.593.503.653.555,94 atau 100,02% dari alggaran
sebesar Rp 1.593. 1 77.353.826,00.

Tabel ll Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah TA 2023-2024

ahT un
Anggaran

(Rp)

3.O00.000.oo0,o0

Realisasi
(Rp)

Rea-lisasi
%

tigE?
100,02

2023 4.to4 .567 .620,32
o24 1.593.177.353.826,00 if:q ro..qqqq!42

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar
Rp1.593.503.653.555,94 atau 100,02% mencapai target dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1.593. 1 77.353. 826,00. Realisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah TA 2024 meningkat 38.7 22,690/o atau
sebesar Rpf .589.399.085.935,62 dari total realisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah TA 2023 dan memberikan kontribusi
sebesar 26,640/o pada total realisasi pendapatan daerah TA2024.
Adapun realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang
merupakan pendapatan hibah TA 2024 dao"i:

a)Pendapatan.../ 15
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a) Pendapatan hibah dari dari BNPB Pusat dengan realisasi
sebesar Rp26.831.068.000,00 atau 100,00% dari yarg
dianggarkan sebesar Rp26.83 1.068.000,00.

b) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar
Rp 1.566. 672. 585. 555,94 atau I O0,02%o dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1.566.346.285.826,00. Pendapatan ini merupalal
bagian dari Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mimika dari
bagi hasil keuntungan PT Freeport Indonesia yang beroperasi di
Kabupaten Mimika sebagaimana yang sudah diatur dalam
Undang-undang.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerahTA 2024,
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1) PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 7 ,97ok terhadap total

realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut
menurun 21,38o/o dibandingkan dengan kontribusi PAD TA 2023
sebesar 29,35o/o terhadap total realisasi pendapatan daerah TA
2023. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa PAD belum
signifikan memberikan penyediaan sumber pendanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.

2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikal kontribusi sebesar
64,94yo terhadap total pendapatan daerah TA 2024, lebih tinggi
dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar 7,97Yo dan
kontribusi lain-lain pendapatan daerah yalg sah sebesar 27,O9oA

terhadap total pendapatan daerah TA 2024. Hal ini menunjukkan
bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap
transfer pemerintah pusat cukup tinggi dalam melaksanakan
program, kegiatan dan sub kegiatal yang ditetapkan, termasuk
dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah
Kabupaten Mimika.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka efektivitas
pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, Pemerinta-h Kabupaten
Mimika agar:
1) Melakukan analisis potensi pajak daerah darl retribusi daerah yalg

ada di wilayah Kabupaten Mimika, serta mengembangkan potensi
tersebut sebagai objek penerimaan daerah.

2) Menganggarkan pajak daerah dal retribusi daerah dengan
memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahrn 2022
yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi
daera,h dalam APBD mempertimbargkan paling sedikit:
a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur

ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah,
ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia,
kemandirian Iiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan,
dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan
makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang
mendasari pen5rusunan APBN; dan

b)potensi.../ 16



b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
3) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

yalg bertujuan sebagai dasar penetapan target pajak daera_h
dan retribusi daerah;

b) meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait dalam
pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan
pendapatan lainnya sesuai ketentual peraturan perundang-
undangan;

c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam
tahun berjalan terhadap pengelolaan PAD;

d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholders agar strategi
peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik; dan

e) mengoptimalkan penyelenggaraan ETPD untuk penerimaal
daerah, serta melakukan inovasi lainnya antara lain melakukan
keq'a sama dengan lembaga keuangan bank dan/ atau non bank
untuk memperluas kanal pembayaran dalam rangka
mempermudah wajib pajak/wajib retribusi dalam memenuhi
kewajibannya.

4) Menyusun dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara lebih terukur dan
rasional dengan memperhatikan data potensi pendapatal dan
faktor-faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan
daerah.

5) Melakukan penyesuaian perencana€rn zrngg€rrzrn setiap jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan Bupati tentang
perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan
yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap LRA
semester pertama.

6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan
pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

7) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan
transfer yang bersumber dari DBH, DAU, DAK ftsik dan DAK non
fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan
penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan
penggunaannya dal DAK sesuai dengal ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai
dari DAK agar melakukan langkah-lalgkah percepatan penyiapan
dan penyampaian laporan dan dokumen yang dipersyaratkan
untuk penyaluran DAK berkutnya.

b. BELANJA DAERAH
Realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp6.423.948.158.295,00
alau 87 ,7 3Vo dari yang dianggarkan sebesar Rp7.322.350.612. 138,0O.

Tabel 12.../17
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Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023-
2024

ahT un Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisasi

%t
l', o23 85,02

e7 Je2024

Berdasarkal tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja
daeralr TA 2O24 sebesar Rp6.423.948.158.295,00 atau 87,73%o belum
optimal dari yang dialggarkan sebesar Rp7.822.350.612.138,OO.
Namun demikian, penetapan target anggaral belanja daerahTA 2024
dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023 meningkat
sebesar Rp 1. 203. 1 69. 682.467, 16 atau L9,660/o.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024
diklasifikasikan dalam kelompok belanja sebagai berikut:
1) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp3.958.207.575.215,23
atau 86,480/" dari yang dianggarkan sebesar
Rp4.577.003. t 13.944,OO.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023-
2024

I

Tahun

2023 4.20a.a6t.7 t3.797 ,OO 3.647 .696.O98.156,13
2024 4.577.OO3.113.944,O0 3.958.207.575.215,23

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp) P/.1

i 86!
86,48

Data pada tabel menunjukan bahwa, realisasi belanja operasi TA
2024 sebesar Rp3.958.207.575.215,23 atau 86,48%o belum optimal
dari yang dianggarkan sebesar Rp4.577.003.113.944,00.
Selanjutnya porsi belanja operasi TA 2024 terhadap total realisasi
belanja daerah TA 2024 sebesar 67,62o/o meningkat sebesar 2,01%o

dari porsi belanja operasi TA 2023 sebesar 59,61ok.
Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja operasi sebagai
berikut:
a) Belanja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja pegawai dalam 2 (dua) tahun
terakhir (lA 2023-2024) sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023-

2024

ahT un Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp) %t

999.778.336.845,00 837.158.759.074,OO
2024 1.380. 0s8.934.435,00 r.t31,.362.6t7.590,00

Data pada tabel menunjukan bahwa, rea-lisasi belanja pegawai
TA 2024 sebesar RpI.131.362.617.590,OO atau 81,987o belum
optimal dari anggaran sebesar Rp 1. 380.038.934.43 5,00.

Selanjutnya.../ 18
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Selanjutnya penetapan target anggaran belalja pegawai TA
2024 meningkat sebesar Rp542.880.175.361,00 atau 64,85%
dari realisasi belanja pegawai TA 2023. Namun demikian,
realisasi belanja pegawai TA 2024 dibandingkan dengan
realisasi belanja pegawai TA 2023 meningkat 35,14%o atat
sebesar Rp29 4.2O3.858. 5 1 6,00.
Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran, porsi
anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja
daerah TA2024 sebesar 18,85%, menurun 7,57o/o dibandingkan
dengan porsi anggaran belanja pegawai TA 2023 dari total
anggar€rn belanja daerah TA 2023 yaitu 2O,42o/o. Namun dari
segi realisasi, porsi realisasi belanja pegawai TA 2024 dari total
realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar L7,610/o, meningkat
3,93% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja pegawai TA
2023 dari total realisasi belanja daerah TA 2023 yaitu 13,68%.
Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengalokasikan dan
merealisasikan belanja pegawai agar tetap memperhatikan
ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa
porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan
melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar
Rp2. 3 53. 450. 7 6 6 .27 3,23 atau 88, 88%o dari yang dianggarkan
sebesar Rp2.648.O33. 466.925,OO.
Tabel 14 Anggaran dal Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA

2023-2024

Tahun

2023

Anggaran Realisasi
(Rp)lnP)

2.599.836.006.007,00 2.228.381.794.375,
_f
051

Realisasi
('/.1

85,71

t?e24 .648.03 2.353.450.766.273,23 BB,883.466.925,OO

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja
barang dan j a sa T A 2O2 4 sebesar Rp2. 3 53. 4 50.7 6 6.27 3,23 ata:a
88,88% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar
Rp2. 648.033. 466.925,00. Namun demikian capaian realisasi
belanja barang dan jasa TA 2024 meningkat sebesar
Rp125.068.971.958,18 atau 5,61%o dibandingkan dengan
realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 sebesar
Rp2.228.38 1.794.3 I 5,O5.

Realisasi belanja barang dan jasa yang mempengaruhi belum
optimalnya sebabkan dari objek realisasi belanja barang dan
jasa yang ditetapkan antara lain:
( 1) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp496.734.464.442,64

atau 93,15o/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp9 62.7 OO. 67 4.O4O,92.

)3
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(2) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp669.191.278.722,11
atau a4,2lYo dari yang dianggarkan sebesar
RpT 94.627 .3O3. I 1 5,O0.

(3) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar
RpL79.92a349.419,6a atau 83,017o dari yang dianggarkan
sebesar Rp2 1 6.7 42.5O9.430,08.

(4) Belanja Pe4'alanan Dinas terealisasi sebesar
Rp345. 594. 9 0O. 588, 80 atau 84,7 8o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp4O7 .622.287 .84O,OO

(5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar
Rp45.728.74I.607,OO atau 85,30% dari yang dianggarkan
sebesar Rp53.607.9 12.600,00.

Selanjutnya realisasi belanja barang dan jasa TA 2024
berdasarkan sub kegiatan dan sub rincian objek yang kurang
optimal dari anggaral yang ditetapkan, antara lain:
(1) Dinas Pendidikan

(a) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa
dengan kode rekening 1.01.1 terealisasi sebesar
Rp5.50O.0OO,0O atau O,22o/o dai yang dianggarkan
sebesar Rp2.505.500.000,00 dikarenakan realisasi
Belanja Barang Pakai Habis tidak terealisasi sebesar
Rp0,00 atau 0,007o dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.500.000.000,00;

(b) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi
Pendidikal Di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota
dengan kode rekening 1.01.1 terealisasi sebesar
RpS.423.850.643,00 atau 32,37Vo dari yang dianggarkan
sebesar Rp16.757.O47.598,OO dikarenakan realisasi
Belanja Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat tidak terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,007o
dari yang dianggarkan sebesar Rp4.068.94 1. 598,00;

(2) Dinas Kesehatan
(a) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular

Dan Tidak Menular dengan kode rekening 1.O2.1
terealisasi sebesar Rp917.960.198,0O atau 21,74o/o dari
yang dianggarkan sebesar Rp4.341.660.600,00
dikarenakan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK
Puskesmas tidak terealisasi sebesar RpO,OO atau 0,OO7o

dari yang dianggarkan sebesar Rp3. 1 27.3 1 O. OO0, 00;
(b) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan

Anak dengan kode rekening LO2.l terealisasi sebesar
Rp 1. 6 1 4.873. 000,00 atau 36,9 SYo dari yang dianggarkan
sebesar Rp4.370.858.000,00 dikarenakan realisasi
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas tidak
terealisasi sebesar RpO,00 atau 0,00%o dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.7 46.a2O.0O0,0O ;

(3)Dinas.../2o
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(3) Dinas Perhubungan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang
Urusan Pemerintahal Daerah dengan kode rekening2.lS.2
terealisasi sebesar Rp2.538.814.630,00 atau 62,66vo dari
yang dianggarkan sebesar Rp4.051.680.000,00 dikarenakan
realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
Cetal< terealisasi sebesar Rp16.500.000,00 atau 1,10% dari
yang dianggarkan sebesar Rp 1 . 500.000. 0OO, 00;

Namun ada realisasi belanja baralg dan jasa TA 2024
berdasarkan sub kegiatan dan sub rincian objek yang melebihi
dari anggaran yang ditetapkan pada Dinas Kesehatan yaitu Sub
Kegiatan Pengelolaal Pelayalan Kesehatan Gizi Masyarakat
dengan kode rekening l.O2.l.O2 terealisasi sebesar
Rp2O.957.137.616,00 atau 346,86%o dari yang dianggarkan
sebesar Rp6.041.957.000,00 dikarenakan realisasi Belanja
Baralg dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar
Rp19.960.509.116,00 atau 395,69% dari yang dianggarkan
sebesar Rp5.044.5 17.000,00.
Terhadap capaian realisasi belanja barang dan jasa diatas,
Pemerintah Kabupaten Mimika agar:
(1) melakukan percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan

pengadaan barang dan jasa dengan men5rusun jadwal
pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengal
rencana penarikan dana untuk setiap sub rincian objek
belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;

(2) melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian
pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada
masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten
antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas
yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran,
sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang
realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut
dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan
yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat;

(3) meningkatkan kualitas perencanaan anggar€rn dengan
melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dart
efisien untuk pencapaian output kegSatan dan sasaran
prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian
terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya
dapat dilakukan secara efektif dan efisien;

(4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja
barang dan jasa pada SKPD; dan

(5) melakukan sinkronisasi data pada SKPD Puskesmas,
selanjutnya dilakukan pergeseran anggaran sehingga tidak
te4' adi pelampauan anggaran.

c)Belanja.../21
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c) Belarja Hibah
Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar
Rp47O.969.526.352,O0 atau 86,18% dari yang dianggarkan
sebesar Rp546.5O6.047.584,00.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023-2024

';;I+ Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisasi

f/,1
95,69
86, 18

2023

2024
584.691.0s8.490,00 559.51 1.420. L67 ,O8

546.506.O47.584,00 470.969 .526 .352,O0

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, Realisasi belanja hibah
TA 2024 sebesar Rp470.969.526.352,00 atau 86,18%o belum
optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp546.506.047.584,O0.
Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak
tercapainya realisasi belanja hibah dalam APBD TA 2O24 pada
Dinas Perhubungan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya dengan kode rekening 1.03.1
terealisasi sebesar Rp46.984.776.260,O1 atau 44,74ok dari yang
dianggarkan sebesar Rp105.109.305.250,00 dikarenakan
realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
dengan kode rekening 5.1.05.01.O2.0001 terealisasi sebesar
Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar
Rp47.937.159.000,00.

d) Belanja Bantuan Sosial
Realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar
Rp2.424.665.000,00 atau IOO,OOVI dari yang dianggarkan
sebesar Rp2.424.66 5.O00,OO.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosia-l TA
2023-2024

RealisasiAnggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Tahun
(%)

2023 24.556.312.455,OO 22.644.124.600,OO 92,2t
2024 2.424.665.O00,00 t 2.424 .665.OOO,OO

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja
bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp2.424.665.000,00 atau
I 00,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.424.665.000,00.
Penetapan target belanja bantuan sosial TA 2024 menurun
a9,29Vo atau sebesar Rp20.219.459.600,00 dari realisasi
belanja bantuan sosial TA 2O23.

2) Belanja Modal
Realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp2.061.255.885.271,77
atau 88,370/" dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.332.650.84 1.635,00.

Tabel 17 ... I 22

100,00
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Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023-2024

Tahun

I zozi

Anggaran
(Rp)

2 .454 .056.899 .264,OO

Realisasi

l_ (np)

I z.oso.srs.zo
l

2.061 .255.44
1.317,7

Realisasi

Lt"l
83,82

l'j2o24 2.332.650.841.635,00 5.27t,77 88,37

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal TA 2024 sebesar
Rp2.061.255.a85.271,77 atau 88,37o/o belum optimal dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.332.650.84 1.635,00. Selanjutnya porsi
realisasi belanja modal TA 2024 dari total realisasi belanja daerah
TA 2024 adalah sebesar 32,O9y", menurun 1,53% dibandingkan
dengan porsi belanja modal TA 2023 sebesar 33,61"/o.
Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja modal antara
lain sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah
Realisasi belanja modal tanah TA 2024 sebesar
Rp7.007.200.000,00 atau 9,587o dari yang dianggarkan
sebesar Rp73. 125.943.852,0O.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2023-
2024

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal tanah TA
2024 sebesar Rp7.007.200.000,O0 atau 9,58%o jauh dibawah
dari yang dianggarkan sebesar Rp73. 1 2 5.943. 852,00.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak
tercapainya realisasi belanja Tanah TA 2024 yang ditetapkan
dalam APBD, antara lain:
(1) Dinas Pendidikan

Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah dengan kode rekening 1.O1.1

terealisasi sebesar Rp8.892.7 7 2.000,00 atau 2 1,53%o dari
yang dianggarkan sebesar Rp4.131.1159.852,OO
dikarenakan realisasi Belanja Modal Tanah untuk
Bangunan Tempat Kerja tidak terealisasi sebesar RpO,OO

atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar
Rp32.392.753.852,00;

(2) Dinas Pekerjaan Umum
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan kode rekening
1.03.1 terealisasi sebesar Rp595.256.587.802,O0 atau
88,58% dari yang dianggarkan sebesar
Rp67f.975.604.754,OO dikarenakan realisasi Belanja
Modal Tanah untuk Jalan

derrgan...l23

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

Realisasi
(/"1

305.804.235.905,00 t82.38s.477.543,OO 59,64

2024 73.t25.943.452,OO 7.007.200.000,00 9,58

Tahun

2023
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Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal peralatan
dan mesin TA 2024 sebesar Rp136.851.111.181,01 atau
91,43o belum optimal dari yang dianggarkan sebesar
Rp149.672.806.74O,OO. Selanjutnya realisasi belanja modal
peralatan dan mesin TA 2024 dibandingkan dengan realisasi
belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 terdapat
penurunan 31,59o/o atau sebesar Rp63. 193.574.860,69.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak
tercapainya realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA
2024 yangditetapkan dalam APBD pada Dinas Pendidikn yaitu
Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta
Didik dengan kode rekening 1.01.1 terealisasi sebesar
Rp781.000.000,00 atau 14,72yo dari yang dianggarkan sebesar
Rp5. 307.000.000,00 dikarenakan realisasi Belanja Modal Alat
Peraga Praktik Sekolah Lainnya tidak terealisasi sebesar
Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar
Rp4.5OO.OOO.O0O,O0;

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar
Rp870.634.438.843,76 alala 9O,82o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp958.656.849.956,00.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan TA2023-2024

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal gedung dan
bangunan T A 2024 sebesar Rp8 70. 6 34.43 8.843,7 6 atau 9 O,82o/o

belum optimal dari yang dianggarkan sebesar
Rp958.656.849.956,00.

Selanjutnya. .. / 24

Tahun
Anggaran

Rp
Realisasi

Rp
Realisasi

ft
2023 2so.899.708.624,OO 200.o44.686.O4t,70 86 64

2024 r49.672.806.740,OO 136.851.111.181,O1 97,43

Tahun
Anggaran

(Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisasi
('/"1

2023 8r2.35r.734.104,00 674.981.260.O78,25 83,09

2024 958.656.849.956,00 870.634.438.843,76 90,42

dengan kode rekening 5.2.01.01.03.0007 terealisasi
sebesar Rp857.2O0.0OO,00 atau 4,8ayo dari yang
dianggarkal sebesar Rp I7.583. 190.000,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar
Rp136.851.111.181,0f ataw 91,43%o dari yang dianggarkan
sebesar Rp 149.672.80 6.7 40,OO.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belalja Modal Peralatan dan
Mesin TA 2023-2024

I
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Selanjutnya realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA
2024 dibaldingkan dengan realisasi belanja modal Gedung dan
Bangunal TA 2023 mengalami peningkatan 28,99% atau sebesar
Rp195.653. 178.765,5 1.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak
tercapainya realisasi belanja Belanja Modal Gedung dan
Bangunan TA 2024 yang ditetapkan dalam APBD pada Dinas
Pekerjaal Umum, antara lain

1) Sub Kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan
Cagar Budaya, Kawasal Pariwisata, Kawasan Sistem
Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya dengal
kode rekening 1.03.1 terealisasi sebesar Rp358.O68.O00,O0
atau l4,32o/o dari yang dialggarkan sebesar
Rp2.500.000.000,O0 dikarenakan realisasi Belanja Modal
Taman dengan kode rekening 5.2.03.01.01.0036 lsvsalisasi
sebesar Rp329.668.0O0,0O atau 14 3Ao/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.304.868.47 6,OO;

2) Sub Kegiatan Pembangunan Ja-lan dengan kode rekening
1.03. 1 terealisasi sebesar Rp4.739.500.000,00 atau 26,460/o

dari yang dianggarkan sebesar Rp17.908.892 .577,OO
dikarenakan realisasi Belanja Modal Jalan Kabupaten dengan
kode rekening 5.2.04.01.01.0003 terealisasi sebesar
Rp4,67O,530,000,00 ala,u 26,L9Yo dari yang dianggarkan
sebesar RplT .834.922.577 ,OO;

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024
sebesar Rp 1.04 1.343. 25 1.997,OO atau 9 1, 1 1 7o yang dianggarkan
sebesar Rpl. 142.924.1 68. 187,00.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan TA 2023-2024

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal jalal, irigasi
dan jaringan TA 2024 sebesar Rpl.041.343.251.997,00 atau
9L,LLVI belum optimal dari yang dianggarkan sebesar
Rpl. 142.924.1 68. 187,00. Selanjutnya realisasi belanja modal
Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dibandingkan dengan
realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dal Jaringal TA 2023
mengalami peningkatan 4,630/o atau sebesar
Rp46.079.134.942,24.

Tahun
Anggaral

Rp
Realisasi

Rp
Realisasi

%l
2023 t.o99.769.863.631,00 995.264.tt7 .O54,76 90,50

2024 7.t42.924.t68.187,00 1.041.343.25 r.997,OO 9 1 1 1

e)Belanja... / 25
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e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar
Rpl.117.9O7.000,00 atats. 68,870/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1.623. 127 .000,00.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya TA2023-2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja
modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar Rp1.l 17.907.000,00
atau 6A,87Vo kurang optimal dari anggaran sebesar
RpL.623. 127 .000,00. Selanjutnya, realisasi belanja modal aset
tetap lainnya TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja
modal aset tetap lainnya TA 2023 menurun sebesar
Rp2.895.339.000,00 atau 72,14o/o.

f) Belanja Modal Aset Lainnya
Realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar
Rp4.301.976.250,00 atau 64,7lo/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp6.647.945.900,00.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
TA2023-2024

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainnya TA
2024 sebesar Rp4.301.976.250,00 atau 64,7lVo dari yang
dianggarkan sebesar Rp6.647 .945.900,00. Selanjutnya, realisasi
belarrja modal aset lainnya TA 2024 dibandingkan dengan
realisasi belanja modal aset lainnya TA 2023 meningkat
1.7 95,86oh atau sebesar Rp4.075.06 1.650,00.

Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang tidak optimal
dari yang dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Kabupaten
Mimika pada tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:
a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaal barang modal

untuk pencapaian output sub kegiatan, dengan:
(l) menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang

diuraikan sampai dengan rencana penarikan setiap rincian
objek belanja yang didasarkan ketersediaan dana; dan

Tahun
Anggaran

(Rp)
Realisasi

tRp)

Realisasi
('/.)

2023 4.893-021.000,00 4.O 13.246.000,00 82,O2

2024 r .623.127 .OOO,OO 1. 1 17.907.000,00 64,87

Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisasi
(%)

2023 338.336.000,00 226.914.600,OO 67,O7

2024 6.647.945.900,00 4.30t.976.250,OO 64,71

(2lmelak*an.. . I 26

Tahun I
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(2) melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam rangka mengefektifkan waktu
pengadaan barang modal.

b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing
SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara
pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga
terhadap rincian objek belanja modal yang realisasinya
diprediksi tidak optimal, sisa Ernggaran tersebut dapat
dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatar yang lebih
prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan
kesej ahteraan masyarakat;

c) meningkatkan kualitas perencanaan €rnggaran dengan
melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan
efisien untuk pencapaian outputkegSatan dan sasaran prioritas
daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap
renc€rna kegiatal agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan
secara efektif dan efisien; dan

d) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak
menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari
aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut
diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun
anggaran.

3) Belanja Tidak Terduga
Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar
Rp7.126.938.000,00 atau 67,OOo/o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 10.636.938.0oo,00.

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

TA2023-2024

Berdasarkan data diatas, realisasi belanja tidak terduga TA 2024
sebesar Rp7.126.938.000,00 atau 67,OOo/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp 10.636.938.O00,00.
Pemerintah Kabupaten Mimika harus tetap menyediakan belanja
tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan
pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan
pelaksanaan belanja tidak terduga, pada tahun-tahun mendatang
Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan evaluasi dan

pengendalian... /27

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

Realisasi

{%l

t19.859.7 12.278,OO 725.000.000,o0 0,60

2024 10.636.938.000,00 7.126.938.OO0,O0 67,OO

fafru., 
I

2023
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pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga, sehingga
terhadap objek belanja tidak terduga yang realisasinya diprediksi
tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk
mendanai program / kegiatan yarrg lebih prioritas dalam rangka
pelayanan dan peningkatal kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer
Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp397.357.759.808,OO
atau 98,83yo dari yang dianggarkan sebesar
Rp4O2.059.718.559,00

Tabei 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023-2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja
transfer TA 2024 sebesar Rp397.357.759.8O8,OO atau 98,837o
belum optimal dari yang dianggarkan sebesar
Rp402.059.7 18.559,00. Selanjutnya realisasi belanja transfer TA
2024 dtbandingkan dengan realisasi belanja transfer TA 2023
menurun 3,987o atau sebesar Rp 16.486.370.389,00.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja transfer terdiri
dari, sebagai berikut:
a) Belanja Bagi Hasil

Realisasi belanja brg, hasil TA 2024 sebesar
Rp28.413.8O3.880,OO atau 99,25o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp28.629.060.000,00.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
TA 2023-2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja
bagi hasil TA 2024 sebesar Rp28.413.803.880,00 atau 99,251t/o

telah optimal dari yarrg dianggarkan sebesar
Rp2a.629.060.OOO,OO.

b) Belanja Bantuan Keuangan
Realisasi bantuan keuangan TA 2024 Pemerintah Kabupaten
Mimika kepada Desa sebesar Rp368.943.955.928,00 atau
9 8,8O'h dari yang dialggarkan sebesar Rp3 73. 430. 6 58. 5 59,0O.

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

Realisasi

fkl
2023 4t4.703.548.525,00 473.844.130. 197,00 99,79

2024 402.O59.7 t8.559,00 397 .357 .759.808,00 98,83

Tahun
Anggaran

Rp
Realisasi

Rp
Realisasi

(:kl

0,00 0,00 0,oo

2024 28.629.O60.OO0,00 28.413.803.880,00 99,25

Tabel 25.../28

Tahun
I

I I

2023 I
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Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa
realisasi bantuan keuangan TA 2024 kepada Desa sebesar
Rp368.943.955.928,00 atau 98,80% dari yang dianggarkan
sebesar Rp373.430.658.559,00.
Selanjutnya, realisasi belanja bantuan keuangan TA 2024
dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan keuangan TA
2023 menurun 10,85% atau sebesar Rp 44.9O0.174.269,OO.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi
Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:

1) Realisasi belanja daerah TA 2024 hanya tercap at 87,73o/o.

Realisasi belanja daerah tersebut tidak sesuai dengan Surat
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor
900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023, hal
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O24, yang menargetkan capaian realisasi belanja
daerah bagi Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 9Oo/o pada
triwulan IV.

2) Selanjutnya realisasi belanja pegawai hanya tercap at 81,98o/o,

namun porsi belanja pegawai dari segi anggaran, porsi anggaran
belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja daerah TA
2024 sebesar 18,85%, sedangkan porsi belanja pegawai dari segi
realisasi sebesar 17,670/0 dari total realisasi belanja daerah TA
2024. Berdasarkan porsi anggaran dan realisasi belanja pegawai

TA 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar tetap
mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai sesuai
dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan
bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang
dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja
APBD.

3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 cukup besar yaitu
36,64yo terhadap total realisasi belanja daerah TA2024.

4) Porsi realisasi belanja modal TA 2O24 sebesar 32,O9o/o terhadap
total realisasi belanja daerah TA2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang
Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah
untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara
lain:

Tahun
Anggaran

Rp
Realisasi

Rp
Realisasi

(/rl
2023 4t4.703.54a.525,OO 413.844. 130. t97 ,OO 99,79

2024 373.430.658.559,00 368.943.955.928,O0 98,80

1)Meningkatkan... /29

Tabel 25 Anggaran dan Rea-lisasi Belanja Baltuan Keuangan
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1) Meningkatkan kualitas perenczrnaan angga-ran belanja daerah
dengan menetapkan target anggaran belanja secara terukur dan
rasional dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengal
ketersediaan sumber pendalaan.

2) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan, termasuk belanja
infrastruktur pelayanan publik.

3) Meningkatkan efisiensi dengan mela-kukan perhitungan secara
akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja pada
setiap sub kegiatan dalam rangka pencapaian output yang
ditetapkan.

4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencana€rn
€rnggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi
RKA.SKPD.

5) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai agar dilakukan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal
dan lebih terukur dengal mempertimbangkal penerimaan ASN
dan jumlah pensiun ASN serta penetapan acress sebesar 2,57o

sebagaimana diatur dalam Peratural Menteri Dalam Negeri
tentang pedoman pen]'usunan APBD dan memperhatikan
ketentual UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa
porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan
mela.lui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lama
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU Nomor I Tahun 2O22
diundangkan.

6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan belanja modal
dengan memperhatikan efektivitas, efrsiensi dan ekonomis
pelaksanaan belanja modal serta mempertimbangkan dampak
sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat.

7) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap
belanja barang dan jasa baik, belanja jasa, belanja uang, maupun
belalja perjalanan dinas secara efektil efisien dan ekonomis
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar
melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
a) melakukan pengadaan dini sebelum tahun anggaran berj alan

setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS,
sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat
dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang
cukup;

b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
c) optimalisasi E-TPD termasuk pengguna€rn Kartu Kredit

Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak pengadaart

bararg/jasa berupa bukti pembelian dan surat pesanan yang
pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana sesuai dengan

ketentuan... / 30
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ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) menyesuaikan €rnggaran belanja setiap sub kegiatan dalam

perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke
depan yang mendasari hasil analisis laporal realisasi
anggaran semester pertama, sehingga angga-ran belanja
daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat
dilalsanakal sesuai anggaran yarrg ditetapkan;

f) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing
SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan
anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan
sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap
belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa
anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai
program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatal pada
SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk
menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada
keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan

h) mematuhi pedoman penlrusunar APBD untuk tidak
menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari
aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut
diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun
anggaran.

9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang
direncanakan maupun yang dapat tidak direncanakan
sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-
undangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penanganan inflasi maupun penghapusan kemiskinan ekstrem
melalui perenczrnaan, verifikasi dan validasi data penerima
bantuan sosial untuk memastikan belanja baltuan sosial tepat
sasaran.

10) Melakukan inventarisasi aset tetap untuk digunakan sebagai
salah satu dasar pelaksanaan belanja modal tanah, belanja modal
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan,
belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset
tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

c. PEMBIAYAAN
Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mimika per 31
Desember 2O24 sebesar Rp1.203.469.817.633,2O alau 99,94"/o dari
dianggarkan sebesar Rp | .2O 4 .2O 4 .8 63. 386, 00, terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika
TA 2024 realisasi sebesar Rp1.2O8.469.817.633,20 atau 99,88%o

dari yang dianggarkan
sebesar... /31
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sebesar Rpl.209.904.863.386,00 merupakan penggunaan Sisa
Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

TA 2023.
2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024

realisasi sebesar Rp5.000.000.000,O0 atau 87,72o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp5. 700. 000. 0O0, 00 merupakan Penyertaan
Modal Daerah.

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember
2024 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp661.277.699.968,60. Dengan
demikian rasio SILPA TA 2024 terhadap total anggaran belanja daerah
dalam APBD TA2024 sebesar Rp7.322.35O.612.138,00 adalah 9,O3o/o.

Apabila SILPA TA 2024 dibandingkan dengan SILPA TA 2023
meningkat 45,34o/o atau sebesar Rp548. 6 27. 1 6 2. 4 17,60.

2. NERACA
a. ASETDAERAH

Nilai aset Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember
2024 yaitu sebesar Rpl1.095.344.467.725,30 mengalami
peningkatal L,8lo/o atau sebesar Rp 197.158.065.622,20
dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 sebesar
Rp10.898.186.402.103,10. Aset daerah Pemerintah Kabupaten
Mimika TA2024, dengan rincian sebagai berikut:
1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember
2024 sebesar Rp844.328.70 7.29O,9O, menurun 47,26Vo atau
sebesar Rp756.526.436.060,09 dibandingkan dengan Aset
Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.600.855.137.350,99.
Aset lancar TA 2024 terdiri dari:
a) Kas dan setara Kas dengan rincian antara lain:

(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp6O2.212.934.974,66;
(2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.520.OO0,OO;
(3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp396.750.885,0o;
(4) Kas di BLUD sebesar Rp55.197.290.696,94;
(5) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp315.919.15O,0O;
(6) Kas Lainnya sebesar Rp3.262.652.592,00; dan
(7) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp366.941.884,00.
Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika
perlu memperhatikan bahwa per 31 Desember 2024 masih
terdapat kas di Bendahara Pengeluaran yang belum
disetorkan ke RKUD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten
Mimika harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan
tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang...l32
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaal Keuangan Daerah.
b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2O24 sebesar

Rp 135.361.816.862,5O. Sesuai dengan laporan yang
disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang
diragukan tertagih sebesar Rp45.058.304.514,21. Saldo
piutang daerah TA2024 tersebut antara lain sebagai berikut:
( 1) Piutang Pajak sebesar Rp64. 1 f 7.52 1.993,60;
(2) Piutang Retribusi sebesar Rp678. 142.48O,OO;
(3) Piutang Hasil Pengelolaal Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan sebesar Rp8.2 15.495. 844,OO;
(4) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar

Rp55.036.452 .Oa4 ,4O;
(5) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar

Rp7. 188.555.323,00; dan
(6) Piutang Lainnya sebesar Rp 1 25. 649. 1 37, 50.

c) Persediaan
Sa-ldo persediaan per 3 1 Desember 2024 sebesar
Rp92.263.178.760,00 menurun sebesar
Rp203.439.70O.682,49 atau 68,807o dibandingkan dengan
Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp295.7O2.a79.442,49 berupa barang habis pakai yang
terdiri dari Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada
masyarakat, alat/bahan untuk kegiatan kantor dan obat-
obatan.
Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah
Kabupaten Mimika harus:
a) memperhatikan persediaan yang sifatnya rental rusak

dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta
persediaan habis pakai lainnya; dan

b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan
persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai
dengan peruntukal dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika
agar dalam mengelola aset lancar pada tahun berikutnya supaya
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Memastikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran

pada setiap SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke
RKUD paling lambat 31 Desember tahun berikutnya serta
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan
mencantumkan ketetapan tersebut dalam surat keputusan kepala
daerah mengenai langkah-langkah pengelolaan kas akhir tahun.

2) Melakukan upaya yarrg strategis, efektif dan relevan dalam rangka
percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah,
dengan antara lain:

almeningkatkan.../33
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b. ASETTETAP

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Mimika per 3 1 Desember
2024 sebesar Rp10.050.795.647.4O7,5O, meningkat sebesar
Rp 1.509.847.7 47.597,19 atau 17,680/o dibandingkan dengan Aset
Tetap per 3I Desember 2023 sebesar RpS.540.947.905.810,34.
Aset tetap Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024
terdiri dari:
1) Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar

Rp889.367.644.O25,22 meningkat sebesar Rp93. 173.999. 156,00
atau ll,7Oo/o dari nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023
sebesar Rp796. 193.644.469,22;

2) Nilai aset tetap pera,latan dan mesin per 3 I Desember 2024
sebesar Rpt.494.629.652.368,66 meningkat sebesar
Rp121.151.194.525,59 atau 8,82o/o dari nilai aset tetap peralatan
dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 1.373.478. 457.843,O7 ;

3)Nilai.../3a

a) meningkatkan kine{a SKPD yang membidangi pengelolaan
pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkarr
pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan
piutang daerah dapat dikendalikan;

b) mengendalikal dan mengupayakal penagihan terhadap
piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat
memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera
dimanfaatkan untuk perencErnaan pengzrnggaran program,
kegiatan dal sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;

c) melakukan upaya optimalisasi penagihan terhadap piutang
yang diragukan tidak tertagih;

d) mengoptimalkan penerapal ETPD dalam pengelolaan pajak
daerah dan retribusi daerah; dan

e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah
secara berkala dalam tahun berjalan, serta mengambil langkah
strategis dan kebijakan yang efektif dalam percepatan
penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.

3) Mengelola jasa giro secara efektif dengan berkoordinasi dengan
pihak bank penempatan RKUD dan/ atau bank kerja sErma yang
dibuka untuk pengelolaan penerimaan pendapatan (bank
transitoris) sehingga penyetoran jasa giro ke RKUD dapat
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundalg-undalgan.

4) Meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta
merencanakan anggarEm belanja barang pakai habis sesuai
dengan kebutuhan riil da-lam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD,
sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang
disebabkal adanya persediaan yang kadaluwarsa/ rusak.
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3) Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 3l Desember 2024
sebesar Rp3.977.7O1.432.502,88 meningkat sebesar
Rp964.356.856.542,3O ataw 32,OOVo dari nilai aset tetap gedung
dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp3.0 1 3.344.575.960,58;

4) Nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2024
sebesar Rp5.51 1.648. 103.984,35 meningkat sebesar
Rp1.482.017.700.108,00 atau 36,78ok dari nilai aset tetap jalan,
jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar
Rp4.o29.630. 4O3.47 6,35;

5) Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar
Rp 125.894.648.392,64 meningkat sebesar Rp79.602.339.693,00
atau 17 I ,96Yo dari nilai aset tetap lainnya per 3 1 Desember 2023
sebesar Rp46.292.3O8.699,64 ;

6) Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar
Rp2.O62.257.O34.773,72 menurun sebesar
Rp756.756.483.812,10 atau 26,84%o dari nilai konstruksi dalam
pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp2.819.0 13.5 18.585,82; dan

7) Nilai akumulasi penlrrsutan per 31 Desember 2024 sebesar
Rp4.010.702.868.639,94 meningkat sebesar
Rp473.697.864.615,60 atau 13,39o dari nilai akumulasi
pen]'usutan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp3.5s7.005.OO4.O24,34.

Terhadap hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:
a) Melakukan optimalisasi pendataan, pemalfaatan, dan

pengaman€rn aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka
pendataan, pemanfaatan, dan pengamanal aset daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ASET LAINI.IYA
Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024
adalah sebesar Rpf 12.090.119.O26,a4 menurun sebesar
Rp560.683.163.462,00 atau 83,347o dari nilai aset lainnya per 31

Desember 2023 sebesar Rp672.773.282.488,84, dengan rincian
sebagai berikut:
1) Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2O24 sebesar

Rp22.7 7 1.92 I.O7 2,OO meningkat sebesar Rp7 .2 19.3 72.350,00
atau 46,42Yo dari nilai aset tidak berwrrjud per 3 1 Desember 2023
sebesar Rp 1 5.552.608.7 22,OO:'

2) Nilai aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar
Rpl 47 .256.27 8. I 82,6 1 meningkat sebesar Rp58.739.348.4OO,OO
alau 66,360/o dari nilai aset Lainnya per 3 1 Desember 2023
sebesar Rp88.5 1 6.929 .7 a2,6 l;

3)Nilai.../3s
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3) Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember
2024 sebesar Rp 10.373.651.956,00 meningkat sebesar
Rp491.488.142,00 atau 4,97'h dari nilai akumulasi amortisasi
aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar
Rp9.882.163.814,00;

4) Nilai akumulasi Peny'usutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024
sebesar Rp59.893.050.271,77 menirgkat sebesar
Rp43.213.790.070,00 atau O,72o/o dari nilai akumulasi
Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar
RpL6.67 9.26O.2O 1,7 7 ; dan

5) Dana Transfer bagi hasil Treasury Deposit Facility (TDF) per 3 1

Desember 2024 sebesar Rp12.328.622.0O0,0O Menurun sebesar
Rp582.936.546.000,00 atau. 97,93%o dari nilai TDF per 31
Desember 2023 sebesar Rp595.265. 168.000,00.

d. KEWAJIBAN
Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2024 memlllki
Kewajiban sebesar RpSO.978.712.673,OO menurun sebesar
Rp76.600.491.460,00 atau 60,O4o/o dari Kewajiban per 31 Desember
2023 sebesar Rpl27 .579.2O4. 133,00, yang merupakar Kewajiban
Jangka Pendek, terdiri dari:
1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar

Rp484.310.214,00;
2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp48.69O.463.954,00; dan
3) Utang Belanja sebesar Rp1.8O3.938.505,00.

Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa hal yang perlu
menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika, antara lain:
1) Utang belanja atas pelaksanaan APBD TA 2024 cukup besar

berupa antara lain, utang belanja pengadaan barang dan jasa
serta belanja modal. Hal ini disebabkan karena adanya
penambahan utang pada belanja barang dan jasa (Jasa Medis)
pada RSUD dal utang belanja barang dan jasa pada Dinas PUPR,

Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
2) Keterlambatan penagihan pekerjaan dan keterlambatan dalam

penyiapan administrasi pembayaran sehingga sampai 31

Desember belum dilakukan pembayaran. Oleh karena itu, perlu
dilakukan upaya percepatan penagihan dan percepatan proses
administrasi pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa,
sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran yang
berdampak terhadap keterlambatan penerbitan SP2D.

3) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
progres pembayaran seluruh tagihan sehingga dapat
meningkatkan percepatan proses pembayaran serta menyiapkan
kebijakan yang efektif dal relevan untuk mengatasi kendala dal
permasalahan yang ada.

Memperhatikan...l36



-36-

C. EKUITAS
Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Mimika Per 31 Desember 2024
ada-lah sebesar Rp 1 1.O44.365.755.052,30 meningkat sebesar
Rp273.758.557.O82,1O alau 2,540/, dari nilai ekuitas per 31

Desember 2023 sebesar FiplO.7 7 O.6O7 . 197 .97 O,2O.

Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika dari
ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Mimika melaksanakan hal
sebagai berikut:
1) Menjaga arus masuk dal arus keluar kas dan melakukan

penyetoran kas sebelum tahun anggaral berakhir;
2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset

daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total

belanja daerah serta kemampuan bayar daerah dan
menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan Daerah-LO
Pendapatan-L0 TA 2024 sebesar Rp5.280.462.690.862,40 lebih
rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang
ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp6.118.145.748.752,00.
Pendapatan-Lo TA 2024 tersebut terdiri dari:
1) PAD-LO

PAD-LO TA 2024 sebesar Rp524.374.923.267,46 lebih tinggi
28,12o/o atau sebesar Rp115.083.465.267,46 dibandingkan
dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar Rp4O9.291.458.000,00 PAD-LO TA 2024 tersebut terdiri
dari:

a)Pendapatan... / 37

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:
1) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelampauan

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer,
pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah,
pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja,
kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target
kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa
belanja lainnya, dan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam
Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA2O25.

2) menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas
dalam Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2025, sesuai
dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi
Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa
suatu kewqiiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan dibayarkan dalam walrtu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
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a) Pendapatan pajak-LO T A 2024 sebesar Rp3 1 6.907.894. 353,89
meningkat 16,32o/o atau sebesar Rp44.457.294.353,89
dibandingkan dengan angg€rran pendapatan pajak yang
ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp27 2.45o.600.ooo,0O;

b) Pendapatan retribusi-LO TA 2024 sebesar
Rp11.014.101.486,00 menurun 2O,42y. atau sebesar
Rp2.825.898.514,00 dibandingkan dengan angg€rzrn
pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar Rp 13.840.000.000,00;

c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp15.086.921.505,00
meningkat LSI,45yo atau sebesar Rp9.086.921.505,00
dibandingkan dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan
kekayaan daeratr yang dipisahkan yarrg ditetapkan dalarn
APBD Tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,O0; dan

d) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar
Rp181.366.005.922,57 meningkat 55,01% atau sebesar
Rp64. 3 6 5. 1 4 7 .9 22,57 dibandingkan dengan anggaran lain-lain
PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp 1 I 7.00o.858.o00,00.

2) Pendapatan Transfer-LO
Pendapatan transfer-LO T A 2024 sebesar Rp3.075.499. 1 83. 739,00
lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan transfer
Rp4.115.676.936.926,OO yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar atanu 25,27o/o. pendapatan transfer-LO TA 2024 tersebut
terdiri dari:
a) Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar

Rp2.657.214.652.087,00 menurun 24,85y, atau sebesar
Rp878.432.338.646,00 dibandingkan dengan anggaran dala
perimbangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp3.535.646.990.733,00;

b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur - LO

TA 2024 sebesar Rp264.631.525.000,00 sama dengan
anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
Infrastruktur yang ditetapkan dalam APBD TA 2O24 sebesar
Rp264.63 l.525.ooo,0o ;

c) Dana Desa- LO TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan anggaran
dana desa yang ditetapkal dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp 133.026.669.00o,0o;

d) Pendapatan Bag, Hasil - LO TA 2024 sebesar
Rp151.153.006.652,00 menurun 15,97o/o atau sebesar
Rp28.718.745.541,00 dibandingkan dengan anggaran
Pendapatan Bagi Hasil yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar Rpl79.a7 I.7 52. 193,00; dan

e) Bantuan keuangan - LO TA 2024 sebesar Rp2.5O0.000.00O,OO
sama dengan anggzrran Bantuan keuangan yang ditetapkan
dalam APBD TA 2024 sebesar Rp2.500.000.O0O,OO.

3)Lain-Lain.../38
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b. Beban
Beban Pemerintah Kabupaten Mimika periode 1 Januari 2024 satrpai
31 Desember 2024 sebesar Rp4.962.0O4.191.541,94, rincian beban
Kabupaten Mimika periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024
adalah sebagai berikut:
1) Beban pegawai sebesar Rp1.131.371.367.590,0O;
2l Beban barang dan jasa sebesar Rp2.527.554.736.524,34;
3) Beban Hibah sebesar Rp531.890.269.886,00;
4l Beban bantuan sosial sebesar Rp2.424.665.000,00;
5) Bebar Penyisihan Piutang sebesar Rp 13.936.899.758,0 1 ;

6) Beban Penyusutan Peralatal dan Mesin sebesar
Rp 137.069.86 t.494,60;

7l Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp L 4 5.29 6.O40.4 1 8,00;

8) Beban Penl'usutan Jalan, Irigasi dan Jaringal sebesar
Rp2o7 .6t2.77 t .921 ,oo;'

9) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp25.000.000,0O;
10) Beban amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp491.488.142,O0;
11) Beban Bagi Hasil sebesar Rp28.4f 3.8O3.880,00; dan
12) Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp235.9 17 .286.928,00.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika harus
menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam
mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan dan
belanja daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025.

LAPORAN ARUS KAS
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar

Rpf.518.705.461.85O,17 dan TA 2023 sebesar

Rp 1.989.209.7 94.622,2O.

1)Arus.../39

3) Lain-lain Pendapatal Daerah Yang Sah-LO
Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2024 sebesar
Rp1.680.588.583.855,94 meningkat 5,49o/o atau sebesar
Rp87.41 1.23O.029,94 dibandingkan dengan anggaran lain-lain
pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA
2O24 sebesar Rp 1. 593. 1 77.353.826,00 tersebut terdiri dari:
a) Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar

Rp 1 13.915.998.300,00 meningkat 324,57o/o atan sebesar
Rp87.084.930.300,00 dibandingkan dengan anggaran
Pendapatan Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar Rp26.83 1.068.000,00; dan

b) LainJain Pendapatal- LO TA 2024 sebesar
Rp 1.566.672.585.555,94 meningkat O,O2o/o atau sebesar
Rp326.299.7 29,94 dibandingkan dengan anggaran Lain-lain
Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp1.566.346.285.826,OO;

4.
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1) Arus masuk kas dari aldivitas operasi TA 2O24 tereaJisasi sebesar

Rp5.881.397.734.873,4O dan TA 2023 sebesar

Rp6.05 1.475. O22.97 5,33; dan
2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 terealisasi

sebesar Rp4.362.692.273.023,23 dan TA 2023 sebesar

Rp4.062.265.228.353, 1 3.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar

(2.065.897.579.514,771 dan realisasi TA 2023 sebesar

(2.062.03s.09 r.7 63,7 tl.
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 terealisasi

sebesar Rp358.305.757,0O dan TA 2023 sebesar

Rp 1.280.609.554,00; dan
2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi

sebesar Rp2.066.255.845.27I,77 dan TA 2023 sebesar

Rp2.063.3 15.7 Or.317,7 7.

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar

Rp895.834.281,93 dan realisasi TA 2023 sebesar (3.810.164.485,93).
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi

sebesar Rp8O7.726.000.8O9,23 dan TA 2023 sebesar

Rp830.65 1.397 .689,o7 ; d,an

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi
sebesar Rp806.830.166.527,3O dan TA 2023 sebesar

Rp834.46 r.562.17 5,OO.

d. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 senilai Rp661.762.010.182,60.

B. INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja W alib (Mandatory Spending) TA

2024
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan Mandatory Spending TA

2024

F'trngsi
Dasar Perhitungan
Alokasi Anggaran

(Rp)

Anggaran

{Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisasi

l%)

Porsi
Anggaran

f/"1

Porsi
Realisasi

l'l

Pendidikan
(min. 20% dari Total
Belanja Daerah)

Total Belanja:

7.322.350.6t2.134,OO
1.328.S5.067. 130 1.o27 .327 .127 .701 77,33 r8,14 15,99

Infrastrukur
Petayanai Publik
(min. 40% dari Totat
Belanja setelah
dikurangi belanja
Bagi Hasil dar
Bantuan Keuangan)

Total Alokasi
anggarar belanja
infrastnrktur
pelayanan publik

Memperhatikan...l40

I
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Memperhatikan data pada diatas, Pemerintah Kabupaten Mimika
telah mengalokasikan anggaran untuk mandatory spending sebagai

berikut:
a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp 1.328.565.067. 130

dengan porsi 18, 14% dari total anggararl belanja daerah TA 2024
sebesar Rp7.322.350.612.138,00. Porsi anggaran fungsi
pendidikan TA 2024 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan
porsi anggaran belanja fungsi pendidikan TA2O23 sebesar 15,610/o

dengan alokasi anggaran sebesar Rp7 .197 .4a1.873.864,O0 dari
total anggaran belanja daerah TA 2023 sebesar

Rp6.119.18O.929.670,84. Alokasi anggar€rn belanja fungsi
pendidikan TA 2024 tersebut belum sesuai dengan ketentuarr
Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Pemerintah
Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20%

(dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2024 terealisasi
sebesar Rpl.O27 .327 .127.7O1 atau 77,33Vo dari anggaran sebesar

Rp 1.328.565.067.130, dengan porsi realisasi belanja fungsi
pendidikan sebesar 15,990/" dari total realisasi belanja daerah TA

2024. Hd tersebut menunjukkan ba-hwa pelalsanaan belanja

fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara optimal dan belum

sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

Namun demikian, porsi realisasi belanja fungsi pendidikan TA

2O24 sebesar l5,99yo, meningkat dari porsi realisasi belanja fungsi
pendidikan TA 2023 sebesar ll,98o/o.

b. Pemerintah Kabupaten Mimika tidak menyajikan laporan belanja

infrastruktur pelayanan publik dalam laporan mandotory

spending. Pemda harus mengalokasikan anggaran belanja

infrastruktur pelayanan publik sesuai amanat ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang

menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja

infrastruktur pelayanan publik paling rendah 4O% (empat puluh
persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada daerah dan/atau desa.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika pada

tahun-tahun mendatang agar:

a.Mengalokasikarr... I 4 1
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a. Mengalokasikan anggaran mandatory spending untuk fungsi
pendidikan paling sedikit 2Oo dari total belanja APBD

sebagaimana amarrat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Mengalokasikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik
daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja
APBD di luar belanja bagi hasil dal/atau transfer kepada daerah
dan/ atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga

batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja
infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

c. Anggaran mandatory spending untuk fungsi pendidikan agar

direalisasikan sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD

dan untuk realisasi infrastruktur agar dipertahankan secara

konsisten sesuai yalg ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanal Minimal
(sPM)

SPM terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat (Trartibumlinmas), dan Sosial TA 2024

sebagaimana tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024

Berdasarkan data pada Errorl Refererce source not found., dapat
dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan

anggaran untuk pemenuhan SPM sebagai berikut:

a.Bidang.../42

Bidang Urusan
Anggaran

(Rp)
Realisasi

(Rp) {%t

Pendidikan 774.465.205.902,OO 690.354.483. 198,00 89,t4
Kesehatan 24 .460 .O34.360,OO 23.98t.43t.64t,oo 94,o4

PUPR 295.3t7.r32.880,oo 294.837 .245.t68,oo 99,44

Perkim 1 1.999.999.900,00 1 1.999.999.900,oo 100,oo

Trantibumlinmas 15.374.001.500,00 15.244.267.45t,oo 99,76

Sosial 27 .469 .390.OOO ,OO 26.Oa3.t77 .AOl ,OO 94,95
Total Belanja SPM t.149.O85.764.542,OO
Total Beianja
Daerah

7.322.350.612.138,OO 6.423.94A.158.295,OO 87,7s

Porsi Belanja SPM
terhadap total
Belanja Daerah

f/"\

15,69 16,54

l.062.500.605. rs9.O0 | SZ,+A

I
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a. Bidang urusan pendidikan TA 2024 terealisasi sebesar

Rp690.354.483.198,00 ataru 89,14o/o dari anggaran sebesar

Rp774.465.205.902,00. Alokasi anggaran tersebut lebih tinggi dari
bidang urusan pendidikan TA 2023 yang dialokasikan sebesar

Rp652.898.121.703,OO dan terealisasi 7 6,980/o atau sebesar

Rp5o2. 568. 50 6.223,oo.
b. Bidang urllsan kesehatan dialokasikan sebesar

Rp24.460.034.360,00, terealisasi 98,O4Vo atau sebesar

Rp23.98 l 431.641,OO. Alokasi anggar€rn bidang urusan kesehatan
TA 2023 tersebut lebih tinggi dari bidang urusan TA 2023 yang
dialokasikan sebesar Rp7.947. 598.000,00 dan terealisasi 96,58%

atau sebesar Rp7 .67 6.L14.088,OO.

c. Bidang urusan PUPR TA 2024 dialokasikan sebesar

Rp295.317.132.880,00, terealisasi 99,84o/o atau sebesar

Rp294.837.245.168,00. Alokasi ansgaran bidang PUPR TA 2024

tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran bidang Urusan PUPR

TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp98.496.451.000,00 dan
terealisasi A l,9oo/o atau sebesar Rp80. 664.092. 2 50,00.

d. Bidang urusan Perkim TA 2024 dialokasikal sebesar

Rp11.999.999.900,00 terealisasi 100,00% atau sebesar

Rp 11.999.999.900,00. Alokasi anggEran tersebut lebih tinggi dari
alokasi anggaran bidang urLrsan Perkim TA 2023 sebesar

R2.717.976,7 00,OO atau dan terealisasi 87,73ok atau sebesar

Rp2.368.181.696,0O.

e. Bidang urusan Traltibumlinmas TA 2024 dialokasikan sebesar

Rp 15.374.O01.500,OO dan terealisasi sebesar 99,l6Yo atau sebesar

Rp15.244.267.451,00. Alokasi anggaran bidang urusan
Traltibumlinmas TA 2024 tersebut lebih tinggi dari alokasi

anggaran bidang urusan Trantibumlinmas TA 2023 yang

dialokasikan sebesar Rp I 9. 1 67. 83 1.450,00 dan tereali sasi 90,2ooh

atau sebesar Rp 17.288.859 .484,OO.

f. Bidang urusan sosial TA 2024 dialokasikan sebesar

Rp27.469.39O.OOO,OO dan terealisasi 94,95yo atau sebesar

Rp26.083. 1 77.80 1,00, lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi

anggarzrn bidang urusan sosial TA 2O23 dialokasikan sebesar

RpS.762.295.000,00 dan terealisasi 98,260/o atau sebesar

RpS.661.846.353,00.
Secara total, belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terealisasi
sebesar Rp 1.062.500.605.159,00 atau 92,460/o dari anggaran sebesar

Rp 1.149.085.7 64.542,OO, dengan porsi angg€rran belanja untuk
pemenuhan SPM TA 2024 ter}:,adap total belanja daerah TA 2024 yattu
sebesar 15,690/o dan porsi realisasi 16,540/o.

Memperhatikan.../43



Memperhatikan hal tersebut, Pemerinta,h Kabupaten Mimika agar:
a. Meningkatkan alokasi anggaran dan secara konsisten

melal<sanakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD
untuk pemenuhan SPM.

b. Terhadap bidang urusan Pendidikan yalg terealis asi 89,14o/o

dinilai masih kurang optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten
Mimika agar melaksanakan belanja untuk pemenuhan SPM

secara konsisten dengan memedomali:
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat

Nomor 29/PRTlMl2OlS tentang Standar Teknis SPM

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
ii. Peratural Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM

Bidang Kesehataa, serta mengoptimalkan anggaran kesehatan
untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan
bidang kesehatan lainnya.

iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota.

iv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 14 Tahun 20 18

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/ Kota.
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

vi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayalan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan KabupatenlKota.

vii. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan.

c. Memedomani ketentuan pemenuhal SPM berdasarkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian
terkait, Pemetaan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun
berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3.Rekapitulasi.../44
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3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)
NO NAMA SATKER PAGU

ANGGARAN
HPS NILAI

KONTRAK
NIL"AI PDN NILAI

O/O PDN
NILAI UMK
KONTRAK

1 Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya

455.000.000 454.999.963 363.853.101
o,oo

.> Badan Pendapatan
Daerah 34.105.176.OO

o

33.965.4a0.1 11 30.284.589.26
0 30.284.589.26

o

88,80
30.284.589_2
60

9 Badan Pengelolaan
Keuangan da! Aset
Daerah

30.991.7 54.60
0

30.963.961.092 24.492.793.32
0 2a.892.793.32

o

93,23
24.492.793.3
20

16 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 29.598.968.OO

o
29.564.656.500 26.246.572.4O 21.661.063.50

0

73,18
2r.661.063.5
o0

Bagian Tata
Pemerintahan 9.600.000.000 9.599.946.O00 7.681.O05.000 7.681.055.000

80,o I
7.681.O05.00
o

Bagian Umum dan
Perlengkapan 21.502.646.10

o
2r .502.424.4O2 19.t77.674.70

0
16.590.67 4.70
0

77,16
16.590.67 4.7
00

29 Dinas Kesehatan
26.362.O90.OO

n
26.361-10a.77A 22.494.406.60

0
22.A98.406.60
o

86,86
22.494.406.6
o0

42 Dinas Ketahanan
Pangan 1.550.OO0.000 r.549.950.O00 1.263.200.000 1.263.20O.000

81,50
1.253_200.OO
o

43 Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah 2.472.700.OOO 2.462.O53.534 2.246.616.633 1.215.616.990

49,16

46 Dinas
Hidup

Lingkungan
3.806.900.000 3 .804 .O2t .7 52 2 .990 .046 .990 296.046.990

7,78
296.046.990

48 Dinas Pariwisata,
Kebudayaan,
Kepemudaaan dan
Olahraca

6.625.000.OO0 6.619.456.569 s.71a.2ao.ooo 5.718.280.O00
86,31

5.718.280.OO
0

53 Dinas Pekerjaan
Umum dar Tata
Ruang

835.568.171.5
75

835.451.606.76
3

726.292.O23.2
15

679.086.366.6
a7

81.,27

1s8 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kampung

15.404.000.00
0

1s.403.958.315 14.L60.723.t4
3

t4.t60.723.14
91,93

14.160.723.1
43

161 Dinas Pendidikan
446.902.405.6

66
440.891.985.23

4
372.921.642.1

o0
366.486.583.O
o0

82,O1
366.588.206.
ooo

314 Dinas Perhubungan
178.088.435.9

o5
177 .864 .930 .40

4
159.621.11O.1

48
159.621.110.1
4A

89,63
159.621.110.
148

331 Dinas Perikanan
572.670.OOO 572.617 .OOO 542.368.OOO

o,oo

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan 3.555.300.000 3.551. 121.028 2.942.492.500 2 .942 .492 .500

82,77
2.942.492.50
o

335 Dinas Perumahan,
Kawasan Pemukiman
dart Pertanahan

26.47 1.343.tO
o

26.447.323.330 2r.734.613.68
o

19.4Ot.612.97
2

74,80
19.801.613.6
80

344 Dinas Sosial
3.745.200.O00 3.744-640. t OO 3.063.809.790 3.063.809.790

81,81
3.063.809.79
o

346 Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan

34.137.767.36
o

34.102.649.OO0 27.144.O14.80
o

27.144.O14.80
o

79,51
27.144.O14.8
oo

352 RSUD Mirnika
131 .O02.584.8

64
t3t.oo2.27 t.8l

I
128.035.125.5

5a
73.929.342.23
6

s6,43
73.929.342.2
36

355 RSUD MIMIKA (BLUD)
1 1.360.OOO.OO

o
3.360.382.690 3.O23.14a.750 502.466

0,oo
502.466

1.215.616.63

7 19 .167 .506 .
647
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TOTAL
1.8ss.878.153

.770
1.873.207.O24.4 r.637.569.099

.350
t.442.734.644
.502

Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan komitmen anggaran

Belanja PDN TA 2024 sebesar 7.482.734.684.502,00. Namun

Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyajikan laporan realisasi
belanja produk dalam negeri sesuai dengan format Surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439 lKeuda
tanggal 10 April 2O25, sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan
terhadap besaran persentase belanja PDN sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang
menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk
usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengal
mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai
anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah yang terdiri atas

belanja barang dan jasa serta belanja moda,l di luar belanja modal

tanah.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

a. Menganggarkan belanja PDN sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
b. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan

dalam APBD.

c. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan

produk usaha kecil dan/atau koperasi pada pengadaal
baralg/jasa pemerintah daerah.

d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa

kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokd dan Koperasi yang

tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (PPMSE)/ marketplace daTam toko daring yang dikelola

oleh Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah untuk

Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan Anggaran Realisasi

Advokasi Program
Bangga kencana oleh
pokja advokasi kepada
Stakeholders dan Mitra
Kerja

2.500.000.000,oo 2.475.502.543,OO 99,O2

Distribusi AIat
Kesehatan, Obat,
Bahan Habis Pakai,
Bahan Medis Habis
Pakai, Vaksin,

800.ooo.oo0,o0 798.330.000,O0 99,79

1.553.205.98
7.113

I
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Kegiatan Anggaran Rea-lisasi %

Integrasi Pembangunan
Lintas Sektor di
Kampung KB

286.750.000,00 278.910.O00,00 97,27

Investigasi Awal
Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi
dan Pemberian Obat
Massal)

62.790.000,o0 25.300.O00,OO 40,29

Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
ProgramBangga
Kencana sesuai
Kearifan Budaya Lokal

400.000.oo0,00 397.915.900,O0 99,48

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Pendampingan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

250.000.000,00 235.478.650,00 94,19

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota

500.ooo.000,00 479.143.800,00 95,83

Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya

6. 161.O95.OOO,OO 6.022. 100.000,oo 97,74

Pelaksanaan
Kewaspadaal Dini dan
Respon Wabah

r50.o00.000,00 148.O40.OOO,OO 98,69

Pelaksanaan
Mekanisme Operasional
Program Bangga
Kencana melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan
(Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

420.OOO.000,00 420.000.000,00

Pelayanan Kesehatan
Penyakit yang dapat
dicegah dengan
Imunisasi

2.350.000.o00,00 2.069.660.600,O0 88,07

Pembangunan Sistem
Drainase Lingkungan

42.t76.574.O44,OO 42.745.667.067,OO 99,93

Pembentukan dan
operasionalisasi
Rumah Data
Kependudukan di
Kampung KB Untuk
Memperkuat Integrasi

400.ooo.000,00 397.428.650,00 99,36

Makanan dan Minuman
ke Fasilitas Kesehatan I

100.00

I

I

I
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Kegiatan Anggaral Realisasi o/o

Program Bangga
Kencana di Sektor Lain

Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana
dan Kesehatan
Reproduksi di Fasilitas
Kesehatal Termasuk
Jaringaa dan
Jeiaringrrya

22.100.000,O0 22.100.O00,o0 100,00

Pembinaan Teadu
Kampung KB

1 . 153.300.0OO,00 1.o43.419.O74,OO 90,47

1.300.000.ooo,00 1.294.540.000,O0 99,58

Pencatatan dan
Pengumpulan Data
Keluarga

633.800.OOO,O0 630.823.950,O0 99,53

Pengadaan Obat,
Bahan Habis Pakai,
Bahan Medis Habis
Pakai,, Vaksin,
Makarran dan Minuman
di Fasilitas Kesehatan

18.733.346.631,OO 18.727.673.449,OO 96,77

Pengadaan Sarana
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS,
PIK-R dan Usaha
Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

300.ooo.000,00 239.O85.OOO,OO 79,70

Pengambilan dan
Pengiriman Spesimen
Penyakit Potensial KLB
ke Laboratorium
Ruiukan / Nasional

247.750.OOO,OO 76.743.200,OO 6,76

Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat

33.375.431.OOO,0O 26.476.94s.632,OO 79,33

Pengelolaan Kawasan
tanpa rokok

300.000.000,00 299.724.OOO,OO 99,97

Pengelolaan
Operasional dan Sarana
di Balai Penyuluhan
Bangga Kencana

120.000.000,oo 120.OO0.000,00 100,oo

Pengeloiaan Pelayalan
Kesehatan Balita

1.750.OOO.000,00 1.745.329.300,00 99,73

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Bayi Baru
Lahir

299.512.360,OO 200.000.000,00 66,74

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Dasar
Melalui Pendekatan
Keluarga

150.OOO.OOO,OO 150.OOO.OOO,OO 100,oo

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat

6.041.957.000,00 20.957.r37.676,OO 346,A6

Pemenuhan Kebutuhan I

Sumber Daya Manusia 
I

Kesehatan Sesuai I

Standar I

I

I

I
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Kegiatan Anggaran Rea.lisasi o/o

Pengelolaan Pelayanalr
Kesehatan Ibu Bersalin

586.770.000,00 200.000.000,oo 34,O8

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Harnil

1.OO3.720.OOO,O0 200.000.000,oo 19,93

Peogelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

2.961.970.000,00 2.655.260.000,0O 89,65

Pengelolaan Pelayaaan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

798.600.000,00 I49.737.sOO,OO t4,75

Pengelolaan Pelayalan
Kesehatan Reproduksi

o oo

832.499.O00,00 831.496.500,00 99,88

Pengelolaan Surveilan s
Kesehatan

1.584.900.OOO,O0 454.506.600,OO 28,64

Pengelolaan upaya
kesehatan Ibu dan
Anak

4.370.858.000,OO 1.614.873.O00,00 36,95

Pengembangan
Kegiatan Masyarakat
untuk Peningkatan
Kualitas Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota

1.300.ooo.000,o0 1.218.783.OO0,00 93,75

Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenalgan
Kabupaten / Kota

650.000.000,00 594.558.000,OO 9t,47

Pengembangal
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak
bagi kmbaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

950.OOO.OO0,OO 948.587.940,00 99,85

Pengendalial Program
KKBPK

140.000.000,oo 118.393.300,OO a4,57

Penggerakan Kader
Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)

441.000.000,00 441.000.oo0,00

Pengolahan dan
Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan
dan Pelavanan KB

s22.OO0.OOO,00 497.553.950,OO 95,32

Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

522.500.000,00 497.875.500,00 95,29

| $2.o2o.ooo,oo

PengelolaanPelayanan 
I

Promosi Kesehatan 
I

I

I

r00,oo 
I
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Kegiatal Anggaran Rea-lisasi o

Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya t embaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Keluarga Tingkat
Daerah
Kabupaten / Kota

500.000.000,00 500.ooo.oo0,o0 100,o0

Peningkatan
Kemampuan Potensi
Sumber Kesej ahteraan
Sosial Kelembagaan
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota

580.000.000,00 569.920.100,00 94,26

Peningkatan
Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

366.OOO.OOO,OO 352.643.750,00 96,3s

Peningkatan
Kemampuan Sumber
Daya Maausia dan
Penguatan Lembaga
Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga
(LK3)

350.O00.000,00 340.616.34i,00 97,32

Peningkatan Upaya
Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan
Masyarakat

3s.200.000,oo 35.200.000,OO

Penumbuhan dan
Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam
Keterlibatan
Perencanaan
Kehidupan Menuju
Keluarga Berkualitas

638.400.000,00 635.520.000,00 99,55

Penyediaan Sarana
Pengujian keamanan
dan mutu pangan segar
asal tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota

200.00o.000,00 194.873.500,00 97,44

750.481.O00,00 730.881.000,00 97,39

Promosi dan KIE
Program Bangga
Kencana Melalui Media
Massa Cetak dan
Elektronik serta Media
Luar Ruang

100.000.0oo,oo 100.o00.000,oo 100,oo

Rekomendasi
Keamanan Pangan
Segar Asal Tumbuhan
Daerah
Kabupaten / Kota

300.ooo.ooo,oo 285.768.555,00 95,26

Penyediaan Sarana I

lf""jr.t Pelayanan 
I

100,oo 

I

I



Kegiatarr Anggaran Realisasi Yo

TOTAL
STUNTING

t4t.aot.324.o79,oo 141.385.045.367,OO 99,7 |

TOTAL
DAERAH

BELANJA 7.322.350.672.138,00 6.423.944.154.295,00 87,7s

PORSI BELANJA
TERHADAP TOTAL
BELANJA DAERAH ()

1,94 2,20

,50-

Berdasarkan data pada diatas, belanja percepatan penurunan
shnting TA 2024 tereaTisasi sebesar 141.385.045.367,0O atau 99,7 Lo/o

dari anggaran sebesar 141.aO1.324.O79,OO. Anggaran dan realisasi
belanja percepatan stunting TA 2024 tersebut lebih tinggi
dibandingkan dengan anggaran dan realisasi belanja percepatan
stunting TA 2023 yang terealisasi sebesar 110.295.604.152,O0 atau
57,360/o dari total anggaran sebesar 63.260.049.232,OO.
Anggarar belanja untuk percepatan penurunan stunting TA 2024
memiliki porsi sebesar 7,94oh dan total anggaran belanja daerah TA
2024 dan porsi realisasi belanja untuk percepatan penurunan stunting
TA 2024 sebesar 2,2oy;o dari total realisasi belanja daerah TA 2024.
Namun demikian, dalam pelaksanaan masih terdapat sub kegiatan
penurLrnan stunting yang rea'lisasi masih kurang optimal antara lain
Pengelolaan Pelayanal Kesehatal pada Usia Produktif, Pengelolaan

Surveilans Kesehatan dal Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Sesuai Standar.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

a. Meningkatkan alokasi arrggaran untuk penurunan shtnting

dengan mendasari antara lain data prevalensi stunting, serla
secara konsisten melaksanakan Ernggzrrzrn dalam program,

kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penurunan stunting antara lain berupa kegiatan Pemberian

Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan

Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan percepatan penurunan

stunting lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional dan

mengalihkan anggarannya kepada kegiatan yang berdampak
langsung terhadap percepatan penurunan stunting.

c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan

realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan

penurunan stunting.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk

menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan

penurunan stunting, sehingga target output yang ditetapkan dapat
dicapai secara optimal.
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5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem
Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi belanja percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh Pemerintah
Kabupaten Mimika TA 2024, rea,lisasi belanja percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 yaitu sebesar
781.648.570.194,29 atau 94,69Vo dari anggaran sebesar

825.439.792.747,OO.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem

Nama Kegiatan Anggaran Realisasi %

Fasilitasi Bantuan Sosial
Keseiahteraan Keluarga

2.700.000.oo0,oo 2.604.997.600,OO 96,44

Fasilitasi Komunitas Belajar
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

158.195.OOO,OO 152.245.000,00 96,24

Fasilitasi Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran,
Surat Nikah, dan Kartu
Identitas Anak

500.o00.ooo,oo 499.703.550,00 99,94

Fasilitasi Pemerintah Desa
dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Guna

1.000.o00.000,00 96 i.082.680,00 96,11

Fasilitasi Pengelolaan Sarana
Distribusi Perdagangan

12. 184.579. 100,OO 11.461.971.855,00 94,O7

Fasilitasi Pengembangan
Usaha Ekonomi Masyarakat
dan
Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa

3. 164.500.O00,OO 3. 126.515.800,00 98,80

Fasilitasi penyediaaa
prasa-rana dan sarana usaha
pengolahan dan pemasaran
ikan untuk meningkatkan
daya saing produk kelautan
dan perikanan dalam
kerangka sistem j aminan
mutu dan keamanan hasil
perikanan untuk skala
usaha mikro dan skala
usaha kecil

1.069.998.000,00 1.045.797.800,00 97,74

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan dan Evaluasi
Konsumsi per
Kapita per Tahun

1.150.OOO.OOO,OO 1. 138.8 16.750,00 99,03

Koordinasi ke Perusahaan
dalam Penempatan OAP
pada semua jenis pekerl'aan
dengan memperhatikan

500.000.ooo,oo 475.625.000,00 95,13

I



-52-

Nama Kegiatan Anggaran Realisasi ok

kompetensi Sesuai
Kebutuhan

Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Distribusi
Pangan Pokok
dan Pangan Lainnya

4.600.o00.000,00 4.583. 194.820,00 99,63

Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM)

2.470.L4t.OOO,OO 2.413.096.000,00 97,69

Pelaksanaan Fasilitasi
Bantuan Pendanaan,
Bantuan Pembiayaan,
Kemitraan Usaha

21.500.OO0,00 21.000.000,o0 97,67

Pelaksalaan Fasilitasi
Pembentukan dan
Pengembangan
Kelembagaan Nelayan Kecil

2.r54.229.24O,OO 2.150.997.700,OO

Pelaksanaan Fasilitasi
Pembentukan dan
Pengembangan
Kelembagaan Pembudi Daya
Ikan Kecil

439.968.000,00 364.879.408,00 82,93

Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian
Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat

19.610.OOO.OOO,OO 77.952.795.OOO,OO 9 1,55

Pelaksanaan Kebij akan,
Evaluasi, dan Capaian
Kineq'a Terkait
Kesejahteraaa Sosial

380.937.500,O0 278.250.000,00 73,O4

Pelaksanaan Operasi Pasar
Regrler dan Pasar Khusus
yang
Berdampak dalam I (Satu)
Kabupaten/ Kota

1.500.o00.000,oo 1.493.750. 170,O0 99,58

Pelaksanaan Pembinaan
teknis usaha pengolahan
dan pemasaran
ikan untuk skala usaha
mikro dan skala usaha kecil

264.830.OOO,OO 244.996.760,OO 92,57

Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan Penyaluran
Cadangan
Pangan pada Kerawanal
Pangan yang Mencakup
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

5.987.OOO.OOO,OO 5.647.735.800,00 94,33

Pelayanan Dukungan
Psikososial

500.ooo.oo0,00 496.726.909,OO 99,35

Peiayanan Penerbitan Tanda
Daftar bagi Pembudi Dayaan
Ikan Kecil
(TDPIK) dalam I (Satu)
Daerah Kabupaten / Kota

20.o00.ooo,oo 20.000.000,00 100,00

Pemantauan Harga dan
Pasokan Pangan

1s0.o00.ooo,oo 148.902.300,00 99,27

99,85

I
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Nama Kegiatan Anggaran Realisasi
Pemantauan Harga dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting pada
Pelaku Usaha Distribusi
Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

300.o00.ooo,oo 296.247.250,OO 98,76

Pemantauan Stok Panean 100.o00.ooo,oo 97.568.000,00 97,57
Pemantauan Terhadap
Pelaksanaan Pemeliharaan
Anak Terlantar

2.500.000.000,oo 2.476.276.275,OO 96,65

Pembangunan Rumah bagi
Korban Bencana

i 1.904.899.900,O0 1 1.869.362.300,00 99,70

Pembangunan rumah sehat
yang dilengkapi dengan
prasararna dan sarana
utilitas umum, terutama
bagi OAP di daerah
terisolasi, teencil, dan terluar
dalam satu (1) wilayah
Kabupaten/kota

712.507.454.242,OO 708.392.442.295,OO 96,35

Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas PAUD

22.O6a.r25.252,OO 20.639.4t2.250,OO 93,53

Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)
Teusat Ska.la Permukimal
Berbasis Masyara.kat

4.710.618. 125,OO 4.577.ta6.625,OO 97,t7

Pembangunan Unit Air Baku 68.838.873.416,00 68.424.327.400,OO

Pemberantasan Penyakit
Hewan Menular dan
Zoonosis dalam 1

(satu) Daerah
Kabupaten / Kota

808.546.000,00 796.864.566,OO 98,s6

Pemberdayaan Bagi OAP
Mela-1ui Kegiatan
Kewirausahaan

2.500.o00.oo0,oo 1.853.682.300,00 74,t5

Pemberdayaan Kelembagaan
Potensi dan Pengembalgan
Usaha
Mikro

12.066.750.000,00 12.065.950.000,00 99,99

Pemberdayaan Masyarakat
dalam Penganekaragamal
Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal

2.200.o00.ooo,oo 2.060.025.000,00 93,64

Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan

200.o00.000,00 200.000.000,00 100,oo

Pemberdayaal Melalui
Kemitraan Usaha Mikro

1.984.s25.OOO,OO 1.876.806.489,00 94,57

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

1.500.ooo.ooo,oo 1.500.0oo.000,00 100,0o

Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosial

1.242.627.670,OO 99,41

Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga
Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak

300.ooo.ooo,oo 29a.862.760,OO 99,62

1.2sO.O00.000,oo

I

I

99,98

I

I
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Nama Kegiatan Anggaran Realisasi o/o

Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat
Pemberial Fasilitas bagi
Pelaku Usaha Perikanan
Ska-la Mikro dan
Kecil dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

200.ooo.ooo,oo 199.953.700,00 qq q.R

Pemberial Layanan Data
dan Pengaduan

520.OOO.OOO,OO 508.968.060,00 97,44

Pemberian Layanan
Kedaruratan

300.oo0.ooo,oo 300.000.000,00 100,00

Pemberian Lavanar Ru.iukan 350.O00.000,00 349.688.025,00 99,91
Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

s50.o00.000,00 549.779.A60,OO 99,96

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

649.390.000,00 644.949.792,OO 99,32

Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu
Pengetahuan,
Teknologi dan Informasi,
serta Penyelenggara€rn
Pendidikan dan Pelatihan

299.999.526,00 299.t36.776,OO qq 71

Pembinaan dan Pemantauan
Pembudidayaan Ikan di
Darat

1 .525.025.000,OO 1.517.324.000,00 99 50

Pembinaan Lembaga
Pelatihan Keria Swasta

500.o00.000,o0 496.293.000,00 qo 16

Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan

300.ooo.oo0,00 299.400.000,00 99,80

Pendampingan Peng4unaan
Sarala Pendukung
Pertanian

t2.267.477.150,OO 12.L44.734.O20,OO 99,33

Penetapan Persyaratan darr
Prosedur Penerbitan Tanda
Daftar bagi Pembudidayaan
Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1

(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

5.OOO.OOO,OO 5.OOO.000,00 100.00

Pengadaan Alat Praktik dal
Peraga Siswa PAUD

146.500.0OO,OO 146.293.000,00 99,86

Pengadaan Bibit Ternak yang
Sumbernya dari Daerah
Kabupaten / Kota Lain

rt.439.473.O39,OO 1t.395.241..676,89 99,61

Pengadaan Perlengkapan
PAUD

288.500.O00,00 278.052.000,00 96,38

Pengadaan Perlen gkapan
Peserta Didik

10.833. 103.O00,OO 8.546.485.000,00 74,89

Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar

38.769.91 1.OOO,OO 42.27 t.O5r.732,OO 109,03

Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah Atas

9.858.OO0.OOO,OO 103,50

Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah Keiuruan

12.111.750.OO0,00 12.297.OA9.200,OO 101,53

Pengelolaal Dala BOS
Sekolah Menengah Pertama

14.531.450.O00,O0 19.803.812.766,00 736,24

to.202.a22.633,OO
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Nama Kegiatan Anggaran Realisasi

Pengelolaan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan / LP2B,
Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan /KP2B dan
Lahan Cadangan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan / LCP2B di
Kabupaten / Kota

44.661 .260 .610,OO 33.285.1 10.085,00 74,53

Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Petani di
Kecamatan dan
Desa

800.000.000,00 7a4.328.750,OO 98,O4

Pengembangan Kapasitas
Nelayan Kecil

5.018.615. 100,O0 4.983.51 1.378,50 99,30

Pengembangal Kapasitas
Pembudi Dava Ikan Kecil

i41.696.700,OO r38.456.400,00 97,71

Pengembangan Kelembagaan
Usaha Pangan Masyarakat
dan Toko
Tani Indonesia

3.775.000.O00,oo 3.680.893.600,00 97,57

Pengembangan Pelaksanaan
Jaminan Sosial Tenaga Keq'a
dan
Fasilitas Kesejahteraan
Pekeria

2.424.797.200,OO r.3rr.477.600,oo 54,09

Pengembangan Usaha Mikro s.367.600.OOO,O0 5.346.505.797,00 99,61

Pengendalian dan Distribusi
Perekonomial

2.345.707.500,OO 2.340.553.500,00 99,7a

Pengenda.lian Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang
Penting di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat

3.381.318.900,0O 364.283.900,00

Penin gkatan Efektifrtas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

85.O50.656.600,O0 a4.284.659.323,OO 99,10

Peningkatal Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar

246.6t2.OOO,OO 242.453.760,OO 98,31

Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengalr
Atas

140.086.OO0,00 t24.296.757,OO 88,73

Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah
Keiuruan

148.346.000,00 116.623.700,00 7a,62

Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah
Pertama

183.O47.OOO,OO i60.979.580,00 a7,94

Peningkatan Keta-hanan
Pangan Keluarga

2.200.ooo.ooo,oo 2. 193.608.180,00 99,7t

Peningkatan Pemahaman
dan Pengetahuan UMKM
serta Kapasitas dalr
Kompetensi SDM UMKM dan

1.062.O40.600,00 1.045.684.700,00 94,46

70,77

I
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Nama Kegiatan Anggaran Realisasi

Kewirausahaan melalui
Pendidikan dan Pelatihan

Penj aminan Ketersediaan
Sarana Pembudidayaan Ikan
dalam i
(Satu) Daerah
Kabupaten / Kota

5.000.o00.oo0,00 4.845.539.t7t,47 97,7t

Penjaminan Ketersediaan
Sarala Usaha Perikanan
Tangkap

1.663.343.940,OO 1.660. 103. 100,00 99,81

Penjangkauan Anak-Anak
Terlantar

500.o00.ooo,oo 500.000.000,o0 100,00

Penyediaan Alat Bantu 500.o00.000,00 497.t49.200,OO 99,43
Penyediaan Bantuan
Pembiayaan Bagi Pendidikan
di luar
kewenangan
Kabupaten / Kota

76.757.O47.598,OO 5.423.850.643,00 32,37

Penyediaan beasiswa bagi
peserta didik yang berestasi
yang
diprioritaskan bagi OAP pada
Pendidikan Sekolah Dasar

2.609. 100.OO0,OO 1.657.800.000,00 63,54

Penyediaan beasiswa bagi
peserta didik yang berestasi
yang dipriorita5[21 Sagi OAP
pada Pendidikan Sekolah
Menengah Atas

861.300.OOO,O0 476.100.000,00 55,28

Penyediaan beasiswa bagi
peserta didik yang berestasi
yang diprioritaskan bagi OAP
pada Pendidikan Sekolah
Menengah
Keiuruan

1.617.200.000,00 JJ,ZO

Penyediaan beasiswa bagi
peserta didik yang berestasi
yang diprioritaskar bagi OAP
pada Pendidikan Sekolah
Menengah
Pertama

1.084.500.0O0,OO 1.082.700.000,00 99,43

Penyediaan Biaya Personil
Peserla Didik PAUD

1. 127.371.000,OO 1. 127.371.00O,00 100,00

Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah Dasar

52.703.534.200,00 44.247.726.650,OO 9t,54

Penyediaan dan
Pemanfaatan Sarana dal
Prasarana Peny'uluhan
Pertanian

160.000.ooo,oo 160.000.000,00

Penyediaal Data dan
Informasi Pembudidayaan
Ikan dalam I (Satu)
Daerah Kabupaten / Kota

53.500.000,00 53.500.000,O0 100,oo

Penyediaan Infrastruktur
Cadangan Pangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota

1.413.200.OO0,OO 1.412. 150.00O,00 99,93

I

4.866.900.000,00

I

I

I

I

100,00

I
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Nama Kegiatan Anggaran Realisasi o/o

Penyediaan Infrastruldur
Pendukung Kemandirian
Pangan Lainnva

2. 150.O00.OO0,O0 2.729.676.452,OO 99,O5

Penyediaan Makanal 3.450.OO0.OOO,OO 3.259.690.200,00 94,48
Penyediaan Pelayanan Jasa
Laboratorium

150.OOO.OOO,OO t46.t50.771,OO 97,43

Penyediaan Pelayanan Jasa
Medik Veteriner

450.O00.ooo,oo 433.364.27a,OO 96,30

Penyediaal Permakanan 1 1.OOO.OOO.OOO,OO 10. 133.786.375,0O 92,13
Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan Ikarl dalam
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.091.888.000,00 2.O44.389.439,43 99,64

Penyediaan Prasarala Usaha
Perikanan Tangkap

8.000.o00.o00,00 7.957.070.500,00 99,46

Penyediaan Prasa,rara,
Sarana, dan Utilitas Umum
di Pen-rmahan
untuk Menunjang Fungsi
Hunial

2.O44.999.670,O4 1.976.030.090,00 96,63

Penvediaan Sandang 4.OOO.O00.000,oo 3.758.703.540,00 93,97
Penyediaan Tempat
Penampungan Pengungsi

2.300.ooo.ooo,oo 2.24t.369.950,OO 97,45

Penyediaan Tenaga Listrik
untuk Masyarakat

9.791.405.000,00 9.690.642.732,OO 98,97

150.OOO.OO0,O0 139.507.O00,00 93,OO

Penyusunan, Pemutakhiran
dan Analisis Peta Ketahanan
dan
Kerentanan Pangan

200.ooo.ooo,oo 192.365.000,00 96,18

Perbanyakan Benih
Bersertifi kat Hortikultura
Berbentuk Batang

3.591.236.900,OO 3.587.058.900,00 99,88

Perbanyakan Benih
Bersertifi kat Perkebunan
Berbentuk Batang

6.703.709.400,0O 6.614.521.050,00 9a,67

Perbalyakan Benih
Bersertifikat Tanaman
Paagan Berbentuk
Biii/Benih

r.668.358.200,00 1.667.788.500,00 99,97

Perbanyakan Benih
Bersertifikat Talaman
Pangan Berbentuk Setek

1.500.959.400,00 99,75

Perencanaan dal
Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil

264.945.400,OO 264.805.400,00 99 95

Perlengkapan Dasar Buku
Teks dal Non Teks Peserta
Didik

1.002.O00.000,00 926.870.000,00 92,50

Periuasan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Jaringan
Peipaan

71.638.933.899,OO 71.604.018.559,00

Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi bagi Pencari

13.899.070.800,O0 12. 138.225.560,OO 87,33

Pen5rusunan dan Penetapan
Target Konsumsi Pangan Per
Kapita Per
Tahun

1.504.678.OO0,OO

99,95

I



Nama Kegiatan Anggaral Realisasi

Kerja berdasarkan Unit
Kompetensi
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Usaha Tani

I 1.436.740.000,00 1 1.410.728.000,O0 99,77

TOTAL 825.439.792.747,OO 7al.644.570.194,29 94,69
TOTAL BELANJA DAERAH 7 .322.350.672.138,OO 6.423.94A.15a.295,OO 87,73
Porsi Belanja Kemiskinan
Ekstrem dari Total Belanja
Daerah ()

tl,27 12,t7
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Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar belanja untuk
penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 tersebut memiliki porsi

sebesar l1,27yo dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dengan
porsi realisasi sebesar l2,l7o/o dari total realisasi belanja daerah TA

2024.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:
a. Mengalokasikan anggaran percepat€ul penghapusan kemiskinan

ekstrem dengan memperhatikan dampak langsung yang
ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan
pemetaan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yattu:
1) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin

ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui
kegiatan/subkegiatan antara lain:
a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas

kabupaten/ kota;
c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
d) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
e) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar;
f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar

panti;
g) rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan

NAPZA di luar Panti;
h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas

kabupaten/kota; dan
j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui

pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku
kepentingan.

2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara konsisten pada
kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g-undangan.

3)Mengurangi.../59

I
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3) Mengurangi anggaral pada kegiatal dan sub kegiatan yang
bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi
anggaran tersebut kepada kegiatan yang berdampak langsung
terhadap percepatan penghapusan kemiskinaa ekstrem tahun
berkenaan.

4) Irbih cermat dalam menyusun laporan rekapitulasi rea-lisasi
belanja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaaa.

6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PRI)

Melalui e-Purclnsing T A 2024

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) Melalui e-PurcLnsing TA 2O24

No SKPD

Total Nilai
Pengadaan

Barang/Jasa
(Rp)

Realisasi Pengadaan
Barang/Jasa

melalui e-purchasing
(np)

Realisasi
(o/.1

1 Dinas Pendidikan 42.824.503.850
RSUD Mimika s4.129.647.74O
Dinas Kesehatan 30.47a.O7A.756

4 RSUD Mimika (BLUD) 2)..769.376.799
5 Sekretariat daerah 12.567.963.000

6
Dinas Komunikasi dan
Informatika

8.478.352.000

7
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah

7.789.709.940

8 Dinas Lingkungan Hidup 6.913.572.500

9
Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja

5.853.847.300

10
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

4.409.645.000

1I Dinas Ketahanan Pangan

t2 Dinas Tenaga Ke{a dan
Transmigrasi

3.740.952.700

13
Bagian Umum dan
Perlengkapan

3_ 293,400.OOO

74

Bagian Layaaan
Pengadaan Barang dan
Jasa

2.771.O30.OOO

15

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya

2.656.916.000

16 Dinas Perhubungan 3.726.470.OOO

Inspektorat 1.708.851.655
18 Badan Pendapatan Daerah 2.919.200.OOO

19 1.083.819.O0O

2

I

3.916.806.000 
|

I

Bagian Kesejahteraan 
IRakyat 
i

I



No SKPD

Total Nilai
Pengadaan

Baraag/Jasa
(Rp)

Realisasi Pengadaan
Barang/Jasa

melalui e-purchasing
(Rp)

Realisasi
%t

20 Distrik Mimika Baru 7.O22.754.OOO

2l Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

1.41 1.976.000

Dinas Penanaman Modal
Dan Perijinan Teadu Satu
Pintu

672.s76.OOO

Dinas Perikanan 648.603.950

24

Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB

589.485.000

25
Dinas Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

527.730.OOO

26
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

387.300.OO0

27 319.014.000

2a
Dinas Peustakaan dan
Arsip

304.069.000

29 Dinas Sosial 303.800.000

30
Bagian Administrasi
Sumber Daya Manusia

196.750.0OO

31
Dinas Perin du strian dan
Perdagangan

71.700.000

TOTAL 227 .527 .694.230
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Berdasarkan data pada diatas, realisasi belanja pengadaan
barang/jasa melalui e-purchasing pada Pemerintah Kabupaten
Mimika TA 2024 sebesar 227.527.694.230,00. Namun demikian,
laporan belanja pengadaan barang/jasa pada tabel diatas belum
menggarnbarkan total nilai anggaran pengadaan barang/jasa pada
Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024, sehingga tidak dapat
dilakukan perhitungan terhadap persentase nilai realisasi belanja
barang/jasa yang berdasarkan ketentuan kepala daerah menetapkan
nilai transaksi e-purcho,sing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari
total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk
Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi
Melalui e-purclwsing.

Memperhatikan...l6l

a2 I

I

Badan Perencanaan I

Pembangunan Daerah I

I

I

I
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Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:
a. Mendorong seluruh SKPD untuk memprioritaskan pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan e-
purcln sing.

b. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan
produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan
koperasi, menteri/pimpinan lembaga / kepala daerah menetapkar
nilai transaksi e-purchnsing paling sedikit 3O% (tiga puluh persen)
dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja
Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan
Koperasi Melalui e-purchasing.

7. Rekapitulasi Laporal Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024
Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan

KKPD pada Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2024, Pemerintah
Kabupaten Mimika dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa serta
belanja modal pada TA 2024 belum menggunakan KKPD dan belum
memiliki Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan
penyelenggaraan KKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

a. Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan
penyusunan Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan

dan penyelengg€rraan KKPD sebagaimana ketentual Pasal 44 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Dalam Pelaksanaal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

b. Melakukan koordinasi dengan bank penempatan RKUD untuk
segera menerbitkan KKPD. Dalam hal bank penempatan RKUD

belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mendorong bank
penempatan RKUD untuk segera melakukan ke{a sama dalam
penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang

telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk
penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, untuk
selanjutnya melakukan transaksi belanja barang dan jasa serta

belanj a modal melalui KKPD.

c. Melakukal kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank
ke{a sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk
mendorong perluasan kanal-kanal pembayaran melalui KKPD.

d.Mendorong.. . / 62
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d. Mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk
mendaftarkan dan menjadi pedagang lmerchantl pada marketplace
dalam Toko Daring LKPP, serta meningkatkal nilai transaksi
belanja melalui e- purchasing menggunakan KKPD.

e. meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan
KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang
persediaan;

f. meningkatkan besaran uang persediaan masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran
melalui mekanisme LS; dan

g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang

Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan

KKPD guna percepatan penggunaan KKPD di lingkungal
Pemerintah Kabupaten Mimika.

8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan

Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari APBD

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari

APBD

Berdasarkan data pada tabel diatas, belanja hibah dana kegiatan
pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika terealisasi sebesar
98.975.OOO.OOO,0O atau 1OO,OO%. Porsi anggaran belanja untuk
pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 yaitu sebesar
3,03% dari total anggaran belanja daerah TA 2024. Sedangkan porsi
realisasi belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah
TA 2024 sebesar 3,45olo dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

No Instalsi Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

Realisa
si (%)

Jumlah
TPS

Ket

1

Komisi
Pemilihan
Umum

140.910.206.500,00 140.910.206.500,OO 100,oo 497 Tahun
2024

2
Badan
Pengawas
Pemilu

36.404.970.777,OO 36.404.970.777,OO 100,00 497 Tahun
2024

3 TNI 16.879.550.O00,OO 16.879.550.OO0,O0 100,o0 497 Tahun
2024

4 Polri 27.453.270.OOO,OO 27.453.270.OOO,OO 100,00 497 Tahun
2024

Total Belanja
Hibah Pilkada 227.647 .997.277,OO 221.647.997.277,OO 100,00

Total Belanj a
Daerah 7.322.350.6t2. i38,OO 6.423.94a.158.295,OO 87,73

Porsi 3,O3 3,45
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Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala

daerah periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika agar

melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan

penyediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN I.APORAN HASIL PEMERIKSAAN

(LHP)BPK

Evaluasi kesesuaian rancarlgan Perda tentang pertanggungiawaban

pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaral

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi,

dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika

TA 2024, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian

intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Pen5msunan Laporan Keuangan
a. Pelampauan Anggaran Tanpa Perubahan APBD TA 2024.

2. Pendapatan

a. Kekurangan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

b. Saldo Lain-lain PAD yang Sah dalam Laporan Realisasi Anggaran Tidak

Disajikan Secara Rinci.

3. Belanja
a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan kepada

Pegawai yang Telah Pensiun dan Meninggal Dunia.

b. Sebanyak Delapan Anggota DPRD Menerirna T\rnjangal Tralsportasi

dan Kendaraan Dinas Secara Bersamaan serta Dua Pimpinan DPRD

Menerima Tunjangan Perumahan dan Fasilitas Rumah Dinas Secara

Bersamaan.
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c. Penetapan dan Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Belum Sepenuhnya

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

d. Perjalanan Dinas pada 12 SKPD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya.

e. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Tenaga Kebersihan pada

Sekretariat DPRD.

f. Belalja Sewa Kapal Terbang pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Telah Disetor

Seluruhnya.

g. Pengelolaan Dana Bantua-n Operasional Sekolah Belum Tertib.

h. Sebanyak 82 Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan

Penggunaan Dana kepada Kepala Daerah.

i. Kekurangan Volume atas 19 Paket Peke{aan pada Lima SKPD.

j. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atas Dua Paket Pekerjaan

Belanja Pemeliharaan pada Dua SKPD Belum Dikenakan Denda.

4. Aset

a. Pengelolaan Investasi Permanen pada PT MAS Tidak Tertib.

b. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah

menetapkan langkah penyelesaian dengan men5rusun rencana aksi,

mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Namun demikial, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

A. Melaksanakan seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut LHP atas temuan

BPK secara berkala kepada seluruh SKPD terkait.

C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian

tindak lanjut atas temuan dimaksud.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika harus tetap
melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini
Wajar Talpa Pengecualian WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan
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Pemerintah Daerah yaitu dengan men)rusun dan menyajikan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian
internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NrP 197606082002t2tOO2


